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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Sejarah lembaga kuasa di Indonesia bermula sejak negara 

ini masih berada dalam penguasaan Kolonial Belanda, meskipun 

hal itu tidak terjadi sejak awal Belanda menginjakkan kaki di bumi 

pertiwi ini. Sejarah mencatat bahwa lembaga kuasa mulai ada di 

Indonesia bersamaan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdt) yaitu pada tahun 1831. 

Setelah Indonesia merdeka, lembaga kuasa yang diatur dalam 

KUHPdt juga masih berlaku dengan berdasarkan pada asas 

konkordansi, yaitu berlakunya hukum warisan Belanda sebagai 

penjajah di negara jajahan yaitu Indonesia. 

Lembaga kuasa tersebut sebagaimana pengaturannya 

terdapat dalam Pasal-Pasal dalam KUHPdt. Pasal 1792 KUHPdt 

mengatur bahwa lembaga kuasa merupakan perjanjian antara dua 

pihak atau lebih di mana satu pihak memberikan kuasa atau 

wewenang yang dimilikinya kepada pihak lainnya. Artinya satu 

pihak sebagai pemberi wewenang sedangkan pihak lainnya sebagai 

penerima wewenang atau kuasa. Dengan diberikannya kuasa 

tersebut, maka kuasa yang awalnya dimiliki oleh pemberi kuasa 

menjadi beralih kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan 

pengurusan.  

Lembaga kuasa membatasi penyelenggaraan kuasa hanya 

terhadap apa yang dikuasakan, bukan terhadap hal lain yang diatur 

di luar yang dikuasakan. Jika penerima kuasa melakukan sesuatu di 

luar yang dikuasakan, maka si pemberi kuasa dapat meminta ganti 

kerugian atas tindakan di luar kuasa tersebut. Selain itu pemberi 

kuasa juga dapat melakukan gugatan terhadap penerima kuasa atas 

tindakan tersebut. 

Adanya lembaga kuasa tersebut tentu tidak dapat dilepaskan 

dari adanya hukum perikatan dalam KUHPdt yang menjadi dasar 

pelaksanaan lembaga kuasa. Eksistensi lembaga kuasa tersebut 

berlaku untuk semua jenis pemberian kuasa, termasuk dalam hal 

yang berkaitan dengan kredit. Perlu diketahui bahwa keberadaan 
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lembaga kuasa hampir bersamaan dengan munculnya kredit di 

Indonesia sebagaimana digunakan oleh Belanda. “Beberapa bank 

yang sudah memberikan kredit tersebut yang ada sebelum abad 20 

adalah bank swasta. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Javasche 

Bank sebagai satu-satunya lembaga swasta yang memberikan kredit 

sampai pada tahun 1850-an. Pada prinsipnya kebutuhan kredit 

cukup besar pada saat itu, akan tetapi pemerintah Hindia-Belanda 

saat itu menilai perusahaan-perusahaan barat masih menganggap 

kebutuhan tersebut masih terlalu kecil untuk dijadikan objek 

ekspansi. Hal itu terjadi bahkan sesudah tahun 1900
1
”. 

Sistem kredit yang terorganisir baru muncul secara terpusat 

untuk melayani masyarakat pribumi baru muncul pada tahun 1904 

berdasarkan konsep yang digariskan oleh “WDP de Wolff van 

Westerrode (1857-1904) dan sejak saat itu sistem kredit menjadi 

tanggungjawab resmi Pemerintah Hindia-Belanda yang terus 

berkembang sampai sekarang. Perkembangan pemberian kredit 

pada masa Hindia-Belanda tahun 1910-1940 setiap tahun 

mengalami perkembangan setiap tahunnya
2
”.       

“Tidak hanya pada masa Hindia-Belanda, kredit juga terus 

mengalami peningkatan pada masa setelah kemerdekaan. 

Perkembangan Kredit Perbankan Indonesia 2001-2006 juga terus 

mengalami perkembangan setiap tahunnya
3
”. Data tersebut 

menunjukkan bahwa kredit terus mengalami peningkatan dari 

tahun-tahun. Artinya kredit merupakan kebutuhan masyarakat yang 

tidak dapat dihindari. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, 

harus memberikan fasilitas kredit. Kredit di Indonesia diatur dalam 

KUHPdt. “Subekti menyatakan bahwa semua perjanjian yang 

berkaitan dengan kredit sebenarnya diatur dalam perjanjian pinjam 

meminjam sebagaimana diatur Pasal 1754, 1756, 1758, 1759, 1760, 

                                                 
1
 Pieter Creutzberg dan JTM Van Laanen (ed), Sejarah Statistik Ekonomi 

Indonesia, YOI, Jakarta, 1987, h. 338-341 
2
 Ibid, h. 350-352 

3
 Sri Adiningsih et.all, Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, Kanisius, 

Yogyakarta, 2008, h. 53 
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1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, dan Pasal 1769 

KUHPdt
4
”. 

Pengaturan tentang kredit juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo  Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya 

disingkat UU Perbankan). Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 

ayat (11) UU Perbankan yang mengatur bahwa “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. 

Kredit tersebut merupakan hal yang diberikan oleh bank. 

Sesuai keberadaannya sebagai kreditur, bank memiliki banyak 

usaha dan salah satu usaha tersebut adalah memberikan kredit 

(Pasal 6 UU Perbankan). Dalam memberikan kredit tersebut, bank 

harus dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat 

dikembalikan oleh debitur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 

8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa : 

Pasal 8 

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan 

Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.  

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia." 

 

                                                 
4
 Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandun, 1991, h. 03. 
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Pasal 8 UU Perbankan tersebut menyiratkan tentang 

pentingnya jaminan dalam pemberian jaminan kredit, sebagai 

bentuk kesiapan debitur untuk membayar sekaligus sebagai barang 

yang dapat dijadikan ganti ketika pada waktu yang sudah 

ditentukan debitur ternyata tidak dapat melakukan pengembalian 

pinjaman. Ketentuan terkait jaminan tersebut ditetapkan oleh Bank 

Indonesia (BI). Hal tersebut kemudian diperkuat dalam ketentuan 

Pasal 11 ayat (1) UU Perbankan yang menentukan bahwa : 

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 

Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat 

dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok 

peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang 

bersangkutan. 

 

Semua benda pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai 

jaminan pinjaman, baik benda bergerak (seperti mobil) maupun 

tidak bergerak (seperti tanah). Hal tersebut sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt yang menentukan sebagai 

berikut : 

Pasal 1131. Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak 

milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, 

menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan 

debitur itu. 

Pasal 1132. Barang-barang itu menjadi jaminan bersama 

bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-

barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-

masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-

alasan sah untuk didahulukan. 

 

Jika yang dijaminkan dalam suatu pinjaman adalah tanah, 

maka model penjaminannya adalah dengan menggunakan hak 

tanggungan. Hak tanggungan tersebut sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
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Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT), yang 

menentukan bahwa : 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain; 

 

Pemberian hak tanggungan harus dilakukan dengan 

perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pinjaman 

atau utang piutang. Pemberian hak tanggungan tersebut termasuk 

dalam pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 

KUHPdt yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. Supaya perjanjian tersebut sah 

secara hukum, maka harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 

KUHPdt yang mengatur bahwa suatu perjanjian dapat disebut sah 

jika memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan, para pihak 

yang cakap, terdapat objek yang diperjanjikan, dan hal yang 

diperjanjikan merupakan objek yang halal (tidak dilarang oleh 

hukum).  

Selanjutnya perjanjian pemberian hak tanggungan tersebut 

dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 

dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Hal ini diatur 

dalam Pasal 10 UUHT yang menentukan bahwa : 

Pasal 10  

(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji 

untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan 

pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-
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piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang 

menimbulkan utang tersebut.  

(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah 

yang berasal dari konversi hak lama yang telah 

memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi 

pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan 

pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 

 

Perjanjian pemberian hak tanggungan tersebut dapat 

dilakukan secara langsung oleh pemberi hak tanggungan, bisa juga 

dilakukan oleh subjek hukum lain (diwakilkan). Secara sosiologis, 

kecenderungan masyarakat untuk tidak mengurus sendiri 

kebutuhannya memang bukan fakta baru. Hal ini didasari bahwa 

manusia memiliki kemampuan terbatas dalam beberapa hal. Jika 

suatu hal terjadi, maka masyarakat lebih memilih penyelesaian 

dengan meminta bantuan orang lain yang dianggap ahli. “Jika ada 

sesuatu perkara terjadi, masyarakat lebih memilih untuk 

menguasakannya pada pihak lain yang dianggap lebih mengerti 

terkait soal tersebut. Dengan memberikan kuasa tersebut maka 

segala kepentingan yang ada akan diuruskan oleh pihak penerima 

kuasa sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian
5
”. 

“Penguasaan terhadap pihak yang dianggap lebih mengerti 

tersebut karena memang masyarakat masih memiliki pemahaman 

yang terbatas terhadap hukum
6
”. Secara historis, hal ini juga 

termasuk penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, 

pengaturan pemberian surat kuasa sebenarnya sudah diatur dalam 

Pasal 1792 KUHPdt yang menentukan bahwa “Pemberian kuasa 

                                                 
5
 Badriyah Harun, Tata Cara Menghadapi Gugatan, Yustisia, Yogyakarta, 

2009, h. 30 
6
 Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh 

Bantuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h. 73 
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ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan 

kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu 

atas nama orang yang memberikan kuasa”. Pasal lainnya adalah 

Pasal 1793 KUHPdt yang mengatur bahwa “Kuasa dapat diberikan 

dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah 

tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. 

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan 

disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa”. 

Pasal 1792 KUHPdt dan Pasal 1793 KUHPdt ini yang menjadi 

landasan utama adanya pemberian kuasa dalam pengurusan suatu 

perkara.  

Demikian juga dengan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT). SKMHT kendati sudah diatur dalam Pasal 

15 UUHT, akan tetapi secara sosiologis masyarakat masih banyak 

yang belum memahami secara komprehensif terkait dengan hukum. 

Berdasarkan pada fakta tersebut, maka dalam pembuatan APHT, 

diperbolehkan untuk dibuat surat kuasa. Secara historis pemberian 

surat kuasa tersebut diatur dengan berdasarkan pada ketentuan 

dalam Pasal 1792 KUHPdt dan Pasal 1793 KUHPdt. Kemudian 

secara filosofis, penggunaan SKMHT karena didasarkan terhadap 

rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan artinya 

masyarakat yang tidak mempunyai pemahaman terhadap hukum 

atau tidak mempunyai waktu untuk mengurus sendiri perkaranya 

terkait hak tanggungan, maka dapat menguasakan kepada pihak 

yang dianggap lebih mengerti. Adanya pengaturan ini memberikan 

manfaat dalam berjalannya dinamika hukum dalam masyarakat. 

Pemberian kuasa tersebut juga penting dibuat supaya dapat 

memberikan kepastian hukum terkait pihak-pihak yang ada, baik 

pemberi kuasa maupun penerima kuasa.  

Perlu diketahui bahwa perjanjian pemberian hak tanggungan 

wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan yang kemudian dibuktikan 

dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UUHT yang 

mengatur sebagai berikut: 
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Pasal 13 

(1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan. 

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah 

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (2), PPAT 

wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan 

kepada Kantor Pertanahan. 

(3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan 

membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan 

mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang 

menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan 

tersebut pada sertipikat hak atas tanah 

yangbersangkutan. 

(4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh 

setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang 

diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh 

itu jatuhpada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan 

diberi bertanggal hari kerjaberikutnya. 

(5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah 

HakTanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 

Pasal 14 

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor 

Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan 

sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG 

MAHA ESA". 

(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
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dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti 

grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas 

tanah. 

(4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas 

tanahyang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat 

(3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah 

yangbersangkutan. 

(5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada 

pemegang Hak Tanggungan. 

 

yang dilakukan oleh orang bukan pemberi hak tanggungan, 

maka harus dilakukan atas dasar SKMHT tersebut didasarkan pada 

Pasal 15 UUHT yang menentukan sebagai berikut : 

Pasal 15  

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib 

dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT dan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan 

hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan.  

b. tidak memuat kuasa substitusi;  

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, 

jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, 

nama dan identitas debitor apabila debitor bukan 

pemberi Hak Tanggungan.  

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak 

dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh 

sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah 

dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).  

(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai 

hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan Pemberian Hak Tanggungan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.  
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(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai 

hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.  

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit 

tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak 

diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu 

yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum. 

 

Perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan tersebut 

bersifat fleksibel untuk dilaksanakan, tidak harus dilaksanakan 

sendiri oleh pihak yang menjaminkan. Jika diwakilkan maka dibuat 

dalam bentuk SKMHT yang wajib dibuat dalam akta notaris atau 

akta PPAT. Jika mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 UUHT, maka 

SKMHT dapat dibuat di Kantor Notaris atau PPAT. Akan tetapi 

jika mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut 

Perkaban 8/2012) dalam Pasal 96 ayat (4) maka akta SKMHT 

hanya dapat dibuat oleh PPAT, dengan mengatur bahwa 

“Penyiapan dan Pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus”.  

“Secara prinsip, PPAT memang merupakan pejabat yang 

diberi wewenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan, di mana nanti akta yang dibuat oleh PPAT menjadi 
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bukti bahwa sudah terjadi perikatan
7
”. Pasal 1 ayat (24) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 

24/1997) memberikan pengertian bahwa “Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”. Akan tetapi 

notaris juga merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk 

membuat akta otentik. 

Pengaturan terkait SKMHT masih tergolong pasal-pasal 

bermasalah yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Hal ini 

dapat dilihat dalam pengaturannya terkait dengan pihak yang 

berwenang membuat SKMHT masih terdapat kontroversi atau 

konflik norma. Hal lainnya yang belum diatur secara lengkap 

adalah terkait dengan hal-hal yang harus termuat dalam SKMHT. 

Jika dilihat ketentuan dalam Perkaban 8/2012 maka format 

SKMHT sebagaimana tercantum pada lampiran VIIIa terkait 

Bentuk SKMHT yang dibuat dengan akta mempunyai perbedaan 

pengaturan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdt dan 

ketentuan dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas          

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disingkat UUJN). Salah satunya adalah terkait dengan 

penggunaan kop surat dan format pembuka dan penutup akta. 

Dalam format akta SKMHT yang terdapat dalam lampiran VIIIa 

terkait Bentuk SKMHT Perkaban 8/2012 diharuskan adanya kop 

surat, sedangkan ketentuan dalam Pasal 38 UUJN penggunaan kop 

surat tidak harus. Berikut ketentuan Pasal 38 UUJN : 

Pasal 38  

(1) Setiap Akta terdiri atas:  

a. awal Akta atau kepala Akta;  

b. badan Akta; dan  

c. akhir atau penutup Akta.  

                                                 
7
Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi 

di Indonesia, RAS, Jakarta, 2011, h. 95 
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(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. 

nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.  

(3) Badan Akta memuat:  

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 

tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 

mereka wakili;  

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak 

penghadap;  

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan 

dari pihak yang berkepentingan; dan  

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal 

dari tiap-tiap saksi pengenal.  

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:  

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 

16 ayat (7);  

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;  

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap 

saksi Akta; dan  

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi 

dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya 

perubahan yang dapat berupa penambahan, 

pencoretan, atau penggantian serta jumlah 

perubahannya. 

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, 

selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan 

tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang 

mengangkatnya”. 
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Perbedaan lainnya adalah terkait dengan awal akta dan akhir 

akta. Lampiran VIIIa Perkaban 8/2012 terkait Bentuk SKMHT 

mengatur bahwa format SKMHT bahwa dalam awal akta tidak 

terdapat jam pembuatan akta dan akhir akta tidak terdapat 

keterangan mengenai tempat penandatanganan dan keterangan 

peralihan. Padahal dalam ketentuan 38 UUJN jam pembuatan akta 

dan akhir akta tidak terdapat keterangan mengenai tempat 

penandatanganan dan keterangan perubahan tersebut diatur harus 

ada dalam akta.  

SKMHT pada prinsipnya sudah diatur dalam UUHT, namun 

belum diatur secara jelas dan belum diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri. Hal tersebut seperti SKMHT yang 

tidak dapat disubstitusikan dan tidak dapat ditarik kembali tidak 

jelas tujuan, teknisnya, dan akibat hukumnya. Masih belum 

jelasnya pengaturan terkait dengan SKMHT di atas, menjadi dasar 

penelitian ini kemudian menjadi layak untuk dilakukan. Belum 

jelasnya pengaturan terkait pihak yang berwenang membuat 

SKMHT dan bagaimana hal-hal yang termuat dalam SKMHT 

tersebut adalah hal yang penting. Hal ini karena untuk menciptakan 

kepastian hukum dalam perwakilan perjanjian pemberian hak 

tanggungan.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian padalatar belakang masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa ratio legis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) tergolong sebagai kuasa khusus yang tidak boleh 

disubstitusikan? 

2. Apa dasar filosofis pemberian kuasa dalam Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik 

kembali oleh si pemberi kuasa? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan terhadap rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hal-hal 

sebagai berikut : 
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a. Menganalisis dan menemukan ratio legis Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tergolong sebagai 

kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan 

b. Menganalisis dan menemukan dasar filosofis pemberian kuasa 

dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi kuasa. 

 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian pengembangan hukum jaminan ini 

diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih 

dalam mencerdaskan bangsa Indonesia dalam pemahaman 

persoalan hukum, utamanya yang berkaitan dengan 

karakteristik kuasa membebankan hak tanggungan dan 

kekuatan eksekutorial Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT), sehingga dapat memberikan 

perlindungan hukum dalam surat kuasa membebankan hak 

tanggungan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-

undangan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman 

bagi semua lapisan masyarakat, utamanya yang berhubungan 

dengan dunia hukum seperti Hakim, Jaksa, Pengacara, 

paralegal, dosen, mahasiswa hukum dan lapisan lainnya yang 

membutuhkan acuan terkait dengan surat kuasa membebankan 

hak tanggungan, serta juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

melakukan penelitian sejenis.  

 

5. Orisinalitas Penelitian 

a. Penelitian Terdahulu 

No

. 

Bentu

k/ 

Asal 

Tahu

n 
Nama Judul Rumusan Masalah 

Hasil 

Penelitian/ 

Kesimpulan 

1 Disert

asi/ 

Unive

2016 Ninis 

Nugrahen

i 

Prinsip 

Hak 

Kebendaan 

1. Esensi dari resi 

gudang 

2. Jenis agunan yang 

a. Dikeluarkann

ya Undang-

undang 
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rsitas 

Airlan

gga 

dalam 

Lembaga 

Jaminan 

dengan 

Obyek Resi 

Gudang 

membebani pada 

resi gudang 

3. Pelaksanaannya 

bagunan yang 

membebani pada 

resi gudang 

Sistem 

Penerimaan 

Gudang yang 

memperkenal

kan istilah 

resi gudang. 

Resi Gudang 

adalah bukti 

kepemilikan 

suatu 

komoditas 

yang dapat 

dinegosiasika

n, 

dipertukarka

n dan 

diagunkan. 

Resi gudang 

dikategorika

n sebagai 

barang 

bergerak. 

b. Pasal 12 UU 

Sistem Resi 

Gudang 

mengirimkan 

tanda terima 

gudang 

keamanan 

khusus, yaitu 

hak 

keamanan 

tanda terima 

gudang. 

Karakter hak 

keamanan 
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tidak 

tercermin 

dalam hak 

keamanan 

atas resi 

gudang, oleh 

karena itu, 

kedudukan 

jenis agunan 

ini yang 

harus 

memberikan 

kepastian dan 

perlindungan 

hukum 

menjadi lebih 

lemah. 

Berdasarkan 

karakter 

spesifik dari 

resi gudang 

yang dapat 

ditularkan 

baik dan 

dapat dengan 

mudah 

dipindahkan, 

maka, jenis 

jaminan yang 

tepat yang 

membebani 

resi gudang 

adalah ikrar. 

c. Jaminan 

tidak akan 

berarti jika 
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tidak ada 

kepastian 

pada saat 

eksekusi. 

Resi gudang 

sebagai 

barang 

bergerak 

yang 

dijaminkan 

harus sesuai 

dengan 

ketentuan 

eksekusi 

dalam ikrar. 

2 Disert

asi/ 

Unive

rsitas 

Pasun

dan 

2017 Ferry 

Darmajay

a 

Lembaga 

Penjamin 

Simpanan 

(LPS) 

Dalam 

Memberika

n 

Perlindung

an Hukum 

Nasabah 

Terhadap 

Dilikuidasi

nya PT. 

Bank 

Perkreditan 

Rakyat 

(BPR) 

berdasarka

n Undang– 

Undang 

No. 07 

1. Bagaimanakah 

fungsi Lembaga 

Penjamin Simpanan 

dalam memberikan 

perlindungan 

hukum kepada 

nasabah PT. Bank 

Perkreditan Rakyat 

(BPR) yang 

dilikuidasi 

berdasarkan 

Undang – Undang 

No. 07 Tahun 

2009? 

2. Bagaimanakah 

kebijakan hukum, 

yang dapat diambil 

oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan 

(LPS) terhadap PT. 

Bank Perkreditan 

a. Perlindungan 

hukum antara 

nasabah 

dengan bank 

dibentuknya 

LPS ini 

merupakan 

amanat dari 

Undang - 

Undang 

Nomor 7 

Tahun 1992 

sebagaimana 

telah diubah 

dengan 

Undang -

Undang 

Nomor 10 

Tahun 1998 

Tentang 

Perbankan, 
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Tahun 

2009 

Tentang 

Perubahan 

Atas 

Undang –

Undang 

Nomor 24 

Tahun 

2004 

Tentang 

Lembaga 

Penjamin 

Simpanan 

(LPS). 

Rakyat (BPR) yang 

dilikuidasi 

berdasarkan 

Undang – Undang 

No. 07 Tahun 

2009? 

3. Bagaimanakan 

upaya penyelesaian 

yang dihadapi oleh 

Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) 

dalam memberikan 

perlindungan 

hukum terhadap 

PT. Bank 

Perkreditan Rakyat 

(BPR) yang 

dilikuidasi 

berdasarkan 

Undang – Undang 

No. 07 Tahun 

2009? 

dalam hal ini 

setiap bank 

wajib 

menjamin 

dana 

masyarakat 

yang di 

simpan pada 

bank yang 

bersangkutan

. Undang – 

undang ini 

juga 

mengamanat

kan prinsip 

kehati - 

hatian yang 

mengharuska

n pihak bank 

untuk selalu 

konsisten 

dalam 

melaksankan 

peratuaran 

perundang - 

undangan di 

bidang 

perbankan 

berdasarkan 

profesionalis

me dan itikad 

baik.  

b. Tanggung 

jawab bank 

terhadap 

Nasabah 
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Penyimpan 

atas 

simpanan 

yang tidak 

terpenuhi 

haknya dari 

hasil 

penjualan 

aset bank 

dalam hal 

terjadi 

pencabutan 

izin usaha 

dan likuidasi 

bank, 

berdasarkan 

Pasal 54 ayat 

(5) Undang - 

Undang LPS 

merupakan 

tanggung 

jawab 

pemegang 

saham lama 

yang terbukti 

menyebabka

n bank 

menjadi 

Bank Gagal, 

dengan 

memperhatik

an bentuk 

hukum bank 

yang 

bersangkutan

, maka 
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tanggung 

jawabnya 

menjadi 

tanggung 

jawab pribadi 

untuk 

keseluruhan, 

atau jika 

bank yang 

bersangkutan 

dicabut izin 

usahanya 

karena 

kesalahan 

atau 

kelalaian 

Direksi, 

berdasarkan 

Pasal 104 

Undang - 

Undang PT.  

c. Upaya 

hukum 

terhadap 

simpanan 

yang tidak 

dijamin oleh 

LPS dalam 

pembayarann

ya menunggu 

proses 

pencairan 

aset - aset 

bank yang 

dilikuidasi. 

Tetapi 
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apabila 

penjualan 

dan 

penghimpuna

n aset bank 

yang 

dilikuidasi 

tidak 

mencukupi 

untuk 

membayar 

dana 

simpanan 

nasabah yang 

tidak dijamin 

oleh LPS, 

nasabah 

penyimpan 

dana dapat 

mengajukan 

gugatan 

kepada 

pemegang 

saham lama 

atau pihak 

yang telah 

ditetapkan 

oleh Bank 

Indonesia, 

yang terbukti 

menyebabka

n bank 

menjadi bank 

gagal melalui 

Pengadilan 

Negeri 
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3 Disert

asi/ 

Unive

rsitas 

Islam 

Sultan 

Agun

g 

2017 Zaenal 

Arifin 

Rekonstruk

si Parate 

Eksekusi 

Hak 

Tanggunga

n atas 

Tanah yang 

Berbasis 

Nilai 

Keadilan 

1. Mengapa 

Pelaksanaan 

Parate Eksekusi 

Hak Tanggungan 

Atas Tanah saat 

ini belum 

berkeadilan?  

2. Apa yang menjadi 

kelemahan dalam 

pelaksanaan 

Parate Eksekusi 

Hak Tanggungan 

atas tanah saat 

ini?  

3. Bagaimana 

Rekonstruksi 

Parate Eksekusi 

Hak Tanggungan 

atas tanah yang 

berbasis nilai 

keadilan? 

1. Perjanjian 

kredit antara 

kreditur 

dengan 

debitur 

biasanya 

selalu 

menggunaka

n bentuk 

perjanjian 

klausula 

baku, 

sehingga 

tidak ada 

perimbangan 

kepentingan, 

serta jauh 

dari aspek 

keadilan. 

Lain dari itu, 

limitasi nilai 

objek 

jaminan yang 

dilelang oleh 

kreditur 

hanya di 

arahkan 

untuk 

memenuhi 

pelunasan 

hutang saja, 

dan 

mengabaikan 

nilai jual 

objek lelang 

yang sesuai 
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dengan harga 

pasar.  

2. Kelemahan 

pelaksanaan 

parate 

eksekusi 

diakibatkan 

oleh 

inkonsistensi

nya materi 

muatan 

parate 

eksekusi 

dalam 

Undang-

Undang Hak 

Tanggungan, 

serta adanya 

beberapa 

ketentuan 

pelaksana 

yang 

menafsirkan 

parate 

eksekusi 

harus fiat 

pengadilan, 

sebagaimana 

eksekusi 

grosse akta.  

3. Rekonstruksi 

parate 

eksekusi 

dilakukan 

dengan 

mengambil 
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nilai-nilai 

social justice 

yang 

terkandung 

dalam 

Pancasila, 

dengan 

mengutamak

an keadilan, 

kemanfaatan 

dan kepastian 

hukum dalam 

pelaksanaany

a 
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b. Uraian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, maka 

dapat diuraikan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Penelitian disertasi yang pertama adalah berjudul “Prinsip 

Hak Kebendaan dalam Lembaga Jaminan dengan Obyek 

Resi Gudang”, ditulis oleh Ninis Nugraheni, dari 

Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2016. Disertasi 

Ninis Nugraheni tersebut berfokus terhadap lembaga 

jaminan dengan objek resi gudang. Disertasi tersebut 

melahirkan kesimpulan bahwa resi gudang pada prinsipnya 

merupakan benda bergerak sehingga berfungsi seperti 

barang biasanya. Sebagai sebuah jaminan, resi gudang 

diberikan dengan ikrar dan harus dijamin kepastian dan 

perlindungan hukumnya. Ikrar tersebut yang kemudian 

menjadi dasar dilaksanakannya eksekusi.  

Persamaan disertasi yang ditulis Ninis Nugraheni tersebut 

dengan disertasi ini adalah sama-sama membahas terkait 

dengan jaminan, yaitu antara objek resi gudang dengan 

objek hak tanggungan. Disertasi yang ditulis Ninis 

Nugraheni sama juga menjadikan jaminan sebagai tema 

sentral pembahasan. Hal yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini juga menfokuskan pada 

jaminan, namun lebih kepada pengaturan SKMHT dalam 

jaminan hak tanggungan. Perbedaan objek jaminan tersebut 

merupakan hal yang berbeda secara pengaturan sehingga 

menyebabkan disertasi tersebut berbeda.   

2. Penelitian disertasi yang kedua adalah berjudul “Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Dilikuidasinya 

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Undang–

Undang Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS)”, ditulis oleh Ferry Darmajaya, 

dari Universitas Pasundan, tahun 2017. Penelitian tersebut 

berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah 
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dengan adanya LPS yang harus dilakukan dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Jika bank dicabut 

ijinnya atau dilikuidasi, maka pemegang saham lama yang 

harus memenuhi hak nasabah. Jika hal tersebut juga tidak 

terpenuhi, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab 

pribadi. Nasabah dapat mengajukan gugatan atas hal 

tersebut ke Pengadilan Negeri.  

 Disertasi yang dilakukan oleh Ferry Darmajaya di 

atas mempunyai fokus terhadap perlindungan lembaga 

penjamin simpanan terhadap nasabah. Disertasi Ferry 

Darmajaya tersebut mempunyai kesamaan dengan disertasi 

ini dari sisi jaminan, namun keduanya tetap merupakan dua 

disertasi yang berbeda. Hal ini karena disertasi yang 

dilakukan oleh Ferry Darmajaya berfokus pada peran 

lembaga jaminan, sedangkan disertasi ini lebih kepada 

eksistensi SKMHT dalam jaminan hak tanggungan.  

3. Penelitian disertasi yang ketiga adalah berjudul 

“Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas 

Tanah yang Berbasis Nilai Keadilan”, ditulis oleh Zaenal 

Arifin, dari Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2017. 

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa 

perjanjian baku lazimnya menggunakan perjanjian dengan 

klausula baku sehingga baik perjanjian maupun parate 

eksekusinya sangat jauh dari keadilan karena tidak ada 

perimbangan. Parate eksekusi mempunyai kelemahan 

karena tidak konsisten dengan muatan dalam peraturan 

perundang-undangan. Seharusnya parate eksekusi 

dilakukan dengan berdasarkan pada nilai keadilan sosial 

dalam pancasila sehingga mencerminkan keadilan, 

kemanfaatan, serta kepastian hukum.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin tersebut 

mempunyai kesamaan yaitu membahas terkait hak 

tanggungan, namun mengambil sudut pandang dari parate 

eksekusinya. Hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian 

ini yang berfokus terhadap eksistensi SKMHT dalam 

jaminan hak tanggungan. Perbedaan antara disertasi ini 
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dengan penelitian tersebut adalah jika disertasi tersebut 

lebih membahas keadilan dalam parate eksekusi hak 

tanggungan, maka penelitian ini membahas dari sisi Surat 

Kuasanya, yaitu SKMHT, bukan pada eksekusinya. 

 

6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep 

I. Landasan Teori 

a. Teori Tujuan Hukum 

Jika ditelisik dari definisi hukum para pakar hukum 

memiliki pandangan yang berbeda-beda disebabkan karena 

kompleksitas hukum itu sendiri. Meskipun demikian dari 

semua pengertian tersebut bertemu pada satu muara yaitu 

bahwa “hukum adalah ketentuan yang menjamin keadilan 

dengan menggunakan instrumen sanksi atau penghukuman”. 

Muara pengertian tersebut sebenarnya juga tidak dapat 

menyimpulkan semua pengertian yang ada karena hukum tidak 

dapat didefinisikan baik dengan pengertian yang sederhana 

maupun yang susah, pendek atau panjang sekalipun. Hukum 

adalah hal yang kompleks dan luas sehingga hanya mengambil 

dari perspektif saja8. 

Berdasarkan tiga unsur utama tujuan hukum tersebut, 

maka kemudian muncul aliran pemikiran terkait tujuan dari 

adanya hukum yang terbagi dalam beberapa teori sebagai 

berikut: 

a. Teori Aliran Etis 

Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk 

mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan konsep 

yang abstrak. Keadilan didefinisikan sebagai 

“memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi 

haknya”.  

b. Aliran Utilitis 

Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan 

kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya 

bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 

                                                 
8
YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,YLBHI dan AusAID, 

Jakarta, 2006,     h. 2. 
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Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bagi 

setiap warga masyarakat dalam mencapai 

kebahagiaan, dan hukum sebagai salah satu alatnya. 

c. Aliran yuridis-dogmatik 

Aliran ini bersumber pada pemikiran positivistis, 

yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu 

yang otonom, mandiri, hukum hanya dianggap 

sebagai kumpulan aturan. Tujuan hukum untuk 

sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Hukum identik dengan kepastian.  

Menurut Gustav Radbruck, prioritas pertama dari 

tujuan hukum selalu jatuh pada keadilan, baru 

kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. 

Merupakan hal yang sulit suatu aturan hukum akan 

mampu memenuhi ketiga tujuan tersebut sekaligus, 

maka menjadi realitas apabila menggunakan asas 

prioritas yang kasuistik, maksudnya tujuan hukum 

yang mana, yang akan diprioritaskan terlebih dahulu 

dalam menghadapi kasus tersebut9.  

 

Gustav Radbruck filsuf hukum dari Jerman mengajarkan 

tiga ide dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian. Ketiga tujuan tersebut disebut sebagai tiga nilai 

dasar hukum yang memiliki posisi yang sama dengan asas 

hukum10. Tujuan hukum dengan uraian sebagai berikut: 

1. Teori Keadilan (rechtgerechtigheid) 

Keadilan merupakan ruh dalam hukum yang akan 

ditegakkan. Penegakan hukum (law enforcement) hanya 

sebuah alat atau instrumen untuk menegakkan keadilan itu 

sendiri. Jadi eksistensi hukum adalah untuk mewujudkan 

keadilan, sehingga keadilan bergantung terhadap hukum. 

Sebaliknya hukum tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya 

                                                 
9
Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, 

Radbruch, and Dabin,Harvard University Press, Massachusetts, 1950, h. 107. 
10

Kif Aminanto, Supremasi Hukum,Jember Katamedia, Jember, 2017,           

h. 56-57. 
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keadilan di dalamnya. Jadi antara hukum dan keadilan 

adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain seperti dua 

mata sisi uang. Secara subtansial, keadilan merupakan 

tujuan dari keberadaan hukum sehingga untuk melihat 

keadilan itu seperti apa maka yang harus dilihat terlebih 

dahulu adalah hukum dan tujuan dari hukum itu sendiri.  

Kendati demikian, masalah yang muncul kemudian 

adalah para ahlli juga tidak satu pendapat terkait pengertian 

keadilan itu sendiri sehingga keadilan yang mana yang mau 

diwujudkan juga menjadi arena perdebatan.Aliran pemikiran 

keadilan terbagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut: 

1) Pembagian klasik. 

Pembagian ini disebut klasik karena mempunyai tradisi 

yang panjang. Ciri membagi keadilan ini terutama 

ditemukan dalam kalangan thomisme, aliran filsafat 

yang mengikuti jejak filusuf dan teolog besar, Thomas 

Aquinas yang sebenarnya mendasarkan pandangan 

filosofinya kepada pemikiran Aristoteles dan dalam hal 

masalah keadilan juga demikian. Pembagian klasik ini 

mudah bisa dikaitkan dengan pengertian keadilan dari 

zaman kekaisaran Roma yang dijelaskan di atas. 

Keadilan bisa dibagi atas tiga, berkaitan dengan tiga 

kewajiban atau hak yang bisa dibedakan di sini. 

Keadilan dapat menyangkut kewajiban individu terhadap 

masyarakat, lalu kewajiban antara individu-individu satu 

sama lain. Tiga macam keadilan ini masing-masing 

disebut keadilan umum, distributif, dan komutatif 

sebagai berikut: 

a) Keadilan umum. 

Berdasarkan keadilan ini para anggota masyarakat 

diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat 

(secara konkret berarti : negara) apa yang menjadi 

haknya. Keadilan umum ini menyajikan landasan 

untuk paham common good (kebaikan umum atau 

kebaikan bersama). Hal ini karena adanya common 

good, maka harus menempatkan kepentingan umum 

di atas kepentingan pribadi. Hal ini merupakan 

kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, karena 

dasarnya adalah keadilan. Secara kongkret keadilan 
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umum ini menjadi fundamen untuk kewajiban 

membayar pajak, membela negara, wajib militer, 

masa bakti dokter di daerah, dan sebagainya. 

Keadilan macam ini kadang-kadang disebut juga 

keadilan legal. Tetapi nama terakhir ini kurang jelas, 

karena bisa menampilkan kesan yang tidak 

dimaksudkan. 

b) Keadilan distributif. 

Berdasarkan keadilan ini negara harus membagi 

segalanya dengan cara yang sama kepada para 

anggota masyarakat. Dalam bahasa Indonesia bisa 

dipakai nama “keadilan membagi”. Diantara hal-hal 

yang dibagi oleh negara kepada para warga ada hal-

hal yang enak untuk didapat dan ada hal-hal yang 

justru tidak enak kalau kena. Sebagai contoh dalam 

kategori pertama dapat disebut yaitu perlindungan 

hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan dan lain 

sebagainya. 

c) Keadilan komutatif. 

Berdasarkan keadilan ini setiap orang harus 

memberikan kepada orang lain apa yang menjadi 

haknya. Hal itu berlaku pada taraf individual maupun 

sosial. Bukan saja individu satu harus memberikan 

haknya kepada individu lain, melainkan juga 

kelompok satu kepada kelompok lain. Dalam konteks 

bisnis, misalnya hal itu berarti bahwa perusahaan 

harus berlaku adil terhadap perusahaan lain. Keadilan 

ini juga dikenal dengan keadilan tukar-menukar yang 

kemudian menjadi dasar dalam hubungan privat 

antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu 

perikatan. 

2) Pembagian modern. 

Sebagai contoh kedua kami mengajukan pembagian 

keadilan yang dikemukakan oleh beberapa pengarang 

modern tentang etika bisnis, khususnya John Boatright 

dan Manuel Valasquez yang kemudian menandaskan 

bahwa pembagian itu melanjutkan pemikiran Aristoteles. 

Berdasarkan hal tersebut kemudian dapat diperkirakan 

betapa pentingnya peran Aristoteles dalam teori 
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keadilan. Maka tidak mengherankan bila pembagian 

kedua ini bertumpang tindih dengan pembagian pertama: 

a) Keadilan distributif. 

Keadilan ini dimengerti dengan cara yang sama 

seperti dalam pembagian klasik tadi. Hal-hal yang 

enak untuk didapat maupun hal-hal yang menuntut 

pengorbanan, harus dibagi dengan adil. 

b) Keadilan retributif. 

Keadilan ini berkaitan dengan terjadinya kesalahan. 

Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang 

yang bersalah harus bersifat adil. Dasar etis untuk 

menghukum sudah lama dibicarakan dalam filsafat 

dan menimbulkan diskusi-diskusi yang rumit. Hal ini 

berlaku di bidang kehakiman, tetapi juga dalam 

lingkup terbatas seperti perusahaan11. 

 

Hans Kelsen mencoba menengahi beragamnya 

pandangan terkait keadilan dengan maksud untuk 

mengembalikan hukum dan keadilan bagi tempat yang 

sebenarnya. Hal tersebut yang kemudian mengantarkan Hans 

Kelsen sebagai filsuf teori hukum murni karena berusaha 

untuk menyingkirkan hal-hal di sekitar hukum yang tidak 

memiliki keterkaitan dengan hukum. Hans Kelsen 

menjelaskan sebagai berikut: 

Perubahan makna konsep keadilan ini berjalan seiring 

dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan 

dari wilayah pertimbangan nilai subjektif yang tidak 

terjamin, dan untuk menegakkannya di atas dasar yang 

kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. “Keadilan” 

dalam pengertian ini bermakna legalitas; suatu praturan 

umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan 

kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan ini 

harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak 

adil” jika diterapkan pada satu kasus dan tidak 

diterapkan pada kasus lain yang serupa12. 

                                                 
11

Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis,Kanisius, Yogyakarta, 2000, h. 89-90 
12

Hans Kelsen, General Theory of Law and State,Russel and Russel, New 

York, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Toeri Umum tentang Hukum dan 

Negara,Nusa Media, Bandung, 2014, h. 17 
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Pergulatan pemikiran keadilan dan hukum kemudian 

memunculkan pendapat dari David Lyons yang pada 

prinsipnya menyatukan antara hukum dan keadilan tanpa 

membedakan keduanya. Hakikat hukum adalah keadilan, 

dan keadilan adalah hukum itu sendiri. Artinya tidak ada 

hukum tanpa keadilan dan tidak keadilan tanpa hukum. 

David Lyons menyatakan sebagai berikut: 

According to Aquinas, human laws are just when the 

serve the common good, distribute burdens fairly, show 

no disrespect for God, and do not exceed the law 

maker‟s authority. When laws framed by humans fail to 

satisfy these conditions, the are unjust. And then, 

Aquinas says, they do not “bind in conscience”. One is 

morally bound to obey just laws, but not unjust laws. 

One should obey unjust laws only when circumstances 

demand it, “in order to avoid scandal or disturbance”13. 

 

Perkembangan perspektif keadilan tersebut sebenarnya 

membawa “keadilan” pada pendapat yang abstrak. HLA 

Hart menegaskan bahwa keadilan (justice) bukan kesamaan, 

melainkan adalah kelayakan (fairness) dengan menyatakan 

bahwa “the distinctive features of justice and their special 

connection with law begin to emerge if it is observed than 

most of the criticisms made in terms of just and unjust could 

almost equally well be conveyed by the words „fair‟ and 

„unfair‟”14. 

Teori revolusioner akhirnya dikemukakan oleh John 

Rawls yang mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud 

jika secara akumulatif memenuhi prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

                                                 
13

David Lyons, Ethicand The Rule of Law,Cambridge University Press, 

Cambridge, 1984, h. 8 
14

HLA Hart, The Concept of Law,New York, Oxford University Press, 1994, 

h. 158 
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First Principle: Each person is to have an equal right to 

the most extensive total system of equal basic liberties 

compatible with a similar system of liberty for 

all. Second Principle: Social and economic inequalities 

are to be arranged so that they are both: (a) to the 

greatest benefit of the least advantaged, consistent with 

the just savings principle, and (b) attached to offices 

and positions open to all under conditions of fair 

equality of opportunity15.  

 

Berdasarkan teori keadilan revolusioner dari John 

Rawl tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) prinsip dari 

keadilan, yakni sebagai berikut: 

a. Terdapat kebebasan yang luas; 

b. Terdapat perbedaan; 

c. Terdapat persamaan kesempatan yang dibagi dengan 

layak 

Indonesia sendiri sedang gencar wacana hukum 

progresif dengan mengusung jargon “hukum untuk manusia, 

bukan manusia untuk hukum”. Teori hukum progresif ini 

menolak tradisi “analytical jurisprudence” atau “rechts 

dogmatick” dan berbagai paham dengan aliran legal realism, 

freirecht lehre, sociolegal jurisprudence, interessen 

jurisprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal 

studies. “Jika benar demikian, jelas teori hukum progresif 

dapat dikelompokkan ke dalam teori besar hukum yang 

berbasis sosiologis dan postulat “hukum untuk manusia”. 

Dengan demikian, yang terpenting menurut teori itu adalah 

manusia (anthropocentris) dalam upayanya mencapai 

keadilan16. 

2. Teori Kemanfaatan Hukum (rechtsutiliteit) 

Keberadaan hukum harus bisa memberikan manfaat 

terhadap masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang 

                                                 
15

John Rawls, A Theory of Justice,Cambridge, Harvard University Press, 

1971, h. 302 
16

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam 

Justifikasi Teori Hukum,Kencana, Jakarta, 2017, h. 64 
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mempunyai kaitan dengan suatu negara seperti Indonesia. 

Kemanfaatan artinya hukum memberikan hal-hal yang baik 

dalam menjadi pedoman penyelenggaraan suatu dinamika 

dan penyelesaian suatu masalah hukum. Hukum tidak 

diperlihatkan sebagai suatu yang menakutkan, namun 

dikesankan sebagai suatu yang menengani segala keinginan 

yang kompleks dari semua elemen. 

Aliran yang menengani gerakan-gerakan periodik 

dalam hukum adalah aliran utilitarianisme. “Menurut aliran 

ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan 

kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat 

yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan 

bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan 

hukum merupakan salah satu alatnya. Dalam hal ini 

utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan 

kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. kemanfaatan 

hukum yang dimaksud yaitu kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi orang-orang”17. 

Kemanfaatan dalam teori utilitarianisme adalah 

kebahagiaan (happiness). Aliran pemikiran utilitarianisme 

ini memiliki tokoh James Mill, John Stuart Mill, dan Jeremy 

Bentham yang karya-karyanya terilhami dari karya David 

Hume. Bentham kemudian mendirian teori yang lengkap 

dengan berdasarkan pada pemikiran Hume tersebut dan 

membuat prinsip-prinsip tujuan hukum sebagai berikut: 

1. Tujuan hukum yang menurutnya menurutnya 

merupakan jaminan kebahagiaan yang dapat 

diberikan kepada orang berupa kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya; 

2. Prinsip yang harus diterapkan secara kuantitatif; 

3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan 

masyarakat maka perundang-undangan harus 

mencapai empat tujuan, yaitu: 

                                                 
17

Hadi Machram,Asas Manfaat Putusan Hakim,Qiara Media, Jakarta, 2019, 

h. 24-25 
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a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah 

hidup) 

b. To provide abundance (untuk memberi nafkah 

makanan berlimpah) 

c. To provide security (untuk memberikan 

perlindungan) 

d. To attain equity (untuk mencapai persamaan)18 

 

Ajaran utilitis Jeremy Bentham terkait kemanfaatan 

hukum berupa kebahagiaan dapat disimpulkan dalam tiga 

hal, yaitu: 

a. The principle ofutulity subject every thing to 

these two forces. (i) Utility is the property or 

tendencyof an object to produce benefit, good, or 

happiness or to prevent mischief, pain or evil. (ii) 

the utility principle allows us to approve of an 

acton according to its tendency to promote 

appose happines 

b. Pleasure may be equated with good, pan, with 

evil 

c. A thing is said to promote the interest, or to be 

for the interest, of an individual, when it tends to 

add to the sum total of his pleasure: or what 

comes to the same thing, to diminish the sum 

total of his pains19. 

Teori ini banyak mendapat tanggapan, salah satunya 

dari Utrech dengan mengatakan bahwa teori dari Bentham 

tersebut adalah teori berat sebelah karena alasan sebagai 

berikut: 

a. Kemanfaatan dan tujuan kebahagiaan dapat 

menutup akses untuk melihat dan 

mempertimbangkan keadilan; 

b. Bersifat umum karena hanya melihat yang 

umum; 

                                                 
18

Ibid; h. 25-26 
19

Curzon, L.B., Jurisprudence, M&E Handbook, 1979, h. 93-94 
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c. Bersifat individualis dan tidak memberikan 

penghargaan kepada perasaan orang lain; 

d. Adanya kepentingan yang lebih besar dari yang 

lain20 

 

Pemikiran Bentham dinilai memiliki banyak 

kelemahan dan ketimpangan ketika dikaitkan dengan aspek 

lain, sebagai berikut: 

Pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang 

mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang 

kompleks, sebagai campuran materialisme dan 

idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme 

yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan 

kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan 

meremehkan perlunya menginduvidualisasikan 

kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. 

Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat 

umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga 

ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak 

menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan 

historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham 

untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya 

sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kepentingan mayarakat. Bentham percaya 

bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari 

individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya 

secara otomatis berakibat bagi kepentingan-

kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak 

menjelaskan mengapa demikian21. 

 

 

                                                 
20

Said Sampara., et.al., Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 

2011, h. 45 
21

Sukarno Aburaera, Filsafat Hukum Toeri dan Praktis, Kencana, Jakarta, 

2013, h. 113 
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Kelemahan pemikiran Bentham lainnya dalam filsafat 

adalah sebagai berikut: 

1. Ia menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan 

dalil-dalil hukum praktis; 

2. Ia meletakkan individualisme atas dasar 

materilistis baru; 

3. Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu 

diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan 

sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan 

yang sama yang hidup dalam masyarakat; 

4. Ia mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-

tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil 

yang abstrak; 

5. Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan 

relitivitas baru dalam ilmu hukum, yang di 

kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan 

menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan 

sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai 

kepentingan; 

6. Ia memandang jaminan keamanan sebagai objek 

hukum yang penting, sebagai fungsi yang 

dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-

orang lain, dengan positivisme analitis; 

7. Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan 

mengembangkan cara pembentukan hukum yang 

disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan 

atau evolusi melalui kebiasaan22. 

 

Secara yuridis, hukum dianggap memenuhi unsur 

kemanfaatan jika memperhatikan unsur-unsur yang sudah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Menurut UU 

AP 2014 yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat 

yang harus diperhatikan secara seimbang antara:  

                                                 
22

W Fiendman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Teori 

dan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 119-120 
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1. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan 

individu yang lain;  

2. Kepentingan individu dengan masyarakat;  

3. Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat 

asing;  

4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan 

kepentingan kelompok masyarakat yang lain;  

5. Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;  

6. Kepentingan generasi yang sekarang dan 

kepentingan generasi mendatang;  

7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;  

8. Kepentingan pria dan wanita23 

 

3. Teori Kepastian Hukum (rechtszekerheid) 

Teori kepastian hukum pertama kali diungkapkan oleh 

Roscoe Pound yang secara prinsip mengandung dua pengertian: 

a. Adanya aturan umum yang bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan. 

b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena adanya aturan 

hukum yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau 

dilakukan negara terhadap individu24. 

 

Kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch 

dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu “kepastian dalam 

hukum” dan “kepastian karena hukum” : 

a. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa 

setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan 

dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak 

mengandung penafsiran yang berbeda-beda. 

Akibatnya, akan membawa perilaku patuh atau 

tidak patuh terhadap hukum. dalam praktik banyak 

                                                 
23

Ceki Setya Pratiwi, Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang 

Baik, LeIP, Jakarta, 2018, h. 93 
24

Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan 

Kembali,Kencana, Depok, 2017, h. 32 
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timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika 

dihadapkan dengan subtansi norma hukum yang 

mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang 

sempurna sehingga timbul penafsiran yang 

berbeda-beda yang akibatnya akan membawa 

kepada ketidakpastian hukum.  

b. “Kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa 

karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, 

misalnya hukum menentukan adanya lembaga 

daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan 

mendapatkan hak atau kehilangan hak. Brarti 

hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi 

seseorang dengan lembaga daluarsa akan 

mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan 

kehilangan sesuatu hak tertentu25. 

 

Kepastian hukum bagi penganut aliran yuridis-

normatif-legislatif-positvistis, kepastian hukum adalah 

tujuan itu sendiri. “Tujuan hukum hanya semata-mata untuk 

mewujudkan “legal certainty” (kepastian hukum), yang 

dipersepsikan hanya sekedar kepastian Undang-Undang. 

Menurut penganut legalistik ini meskipun aturan hukum atau 

penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan 

manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal 

itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat 

terwujud26. 

“Substansi kepastian hukum berada pada kejelasan dan 

kepastian peraturan apa yang akan diterapkan. Menurut 

Roscoe Pond, bahwa hukum berfungsi sebagai a tool of 

social enginering27”. Kendati demikian, Roscoe Pond bukan 

kemudian menjadi tokoh positivistik yang mendasarkan 

hukum pada semua hal yang tertulis dan membatasi aparat 

                                                 
25

Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Pilkada,Puspantara, Jakarta, 

2017, h. 22 
26

Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia,Medress, 

Yogyakarta, 2013, h. 186 
27

Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, Membedah 

Teori-teori Hukum Kontemporer,UB Press, Malang, 2013, h. 269 



40 

 

 

 

penegak hukum untuk melakukan hal di luar yang sudah 

dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Roscoe 

Pond meskipun adalah penemu teori kepastian hukum, tapi 

Roscoe Pond kemudian lebih dikenal sebagai tokoh realisme 

hukum. 

Dengan pendekatannya terhadap hukum yang disebut 

pendekatan social engineering, Pound ingin 

menekankan pentingnya membedakan hukum 

sebagaimana tertulis dari praktek hukum. Hukum, 

demikian Pound, tidak dapat diterapkan secara literer 

sesuai dengan yang tertulis dalam kitab hukum. Hukum 

harus memuat ajaran dan sekaligus ideal yang 

mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. 

Realisme hukum ini kemudian menjadi lebih jelas dalam 

pemikiran hukum Ronald Dworkin. Dalam bukunya, 

Taking Rights Seriously, Dworkin menegaskan bahwa 

jika kita ingin memahami apa itu hukum sesungguhnya, 

maka yang pokok adalah memperhatikan bagaimana 

hukum diterakan hakim. Hukum baru menjadi hukum 

dari arti yang sesungguhnya ketika digunakan hakim 

untuk menyelesaikan kasus hukum28. 

 

Peraturan perundang-undangan Indonesia 

menggolongkan kepastian hukum sebagai salah satu asas 

dalam pemerintahan yang baik yang pengaturannya tersebar 

dari beberapa Undang-Undang, yaitu “UU PTUN 2004, UU 

Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU Pemda 2014, UU PB 

2009, dan UU ASN 2014. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut:  

1. Asas kepastian hukum menurut UU PTUN 2004 

mengacu kepada penjelasan asas kepastian hukum 

menurut UU Anti KKN 1999.  

2. Asas kepastian hukum menurut UU Anti KKN 

1999 adalah “asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang–
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Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum,Kanisius, Yogyakarta, 2009, h. 48 
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undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan Penyelenggara Negara”.  

3. Asas kepastian hukum menurut UU AP 2014 

adalah “asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang–undangan, kepatutan, keajegan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan”. Pengertian ini hampir sama dengan 

yang ada dalam UU Anti KKN 1999, hanya saja 

ditambahkan kata “keajegan”.  

4. Asas kepastian hukum menurut UU Pemda 2014 

adalah “asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang–undangan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara”. Pengertian ini 

sama persis dengan yang terdapat dalam UU Anti 

KKN 1999.  

5. Asas Kepastian hukum menurut UU PB 2009 

adalah “jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pelayanan”. Pengertian 

asas kepastian hukum menurut UU PB 2009, 

berbeda dengan keempat UU sebelumnya, yaitu 

kepastian hukum lebih ditekankan pada 

terwujudnya hak dan kewajiban warga negara 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

6. Asas kepastian hukum menurut UU ASN 2014 

adalah “dalam setiap penyelenggaraan kebijakan 

dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan29. 

Suatu aturan dianggap sudah mengandung kepastian 

hukum dalam pandangan Lon L. Fuller jika memenuhi 8 

(delapan) asas berikut ini: 

                                                 
29

Ceki Setya Pratiwi, Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang 

Baik, Op.Cit;     h. 78-79 
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1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan perundang-

undangan, bukan pada putusan pengadilan tertentu yang 

berlaku secara kasuistik; 

2. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah 

diumumkan ke seluruh masyarakat; 

3. Berlaku asas legalitas dan tidak berlaku asas retroaktif; 

4. Hukum tidak mengatur hal yang memang di luar 

kemampuan hukum itu sendiri 

5. Hukum tidak mudah diubah atau direvisi; 

6. Hukum yang ada mempunyai kesesuaian dengan 

kehidupan masyarakat30. 

Gustav Radbruck berpendapat bahwa hukum memang 

tidak hanya mempunyai tujuan keadilan, namun jika penegak 

hukum dihadapkan pada suatu kasus dan hanya bisa memilih 

salah satu tujuan hukum tersebut, maka yang harus dipilih 

adalah keadilan. Jika dapat memilih dua tujuan maka memilih 

keadilan dan kemanfaatan, sedangkan jika dapat memilih 

semuanya makan diambil semuanya yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum31. 

Berbeda dengan tujuan hukum Barat yang berfokus pada 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tersebut, hukum 

timur memiliki konsep tujuan hukum yang berbeda. Hal ini seperti 

yang berlaku di Jepang, yang menjadi tujuan adanya dan 

ditegakkannya hukum bukan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum (dalam versi barat), melainkan bertumpu pada tujuan untuk 

kedamaian (peace). Aparat penegak hukum Jepang justru dengan 

mudah mengabaikan dan mengesampingkan peraturan perundang-

undangan dan kontrak yang memang sudah menjadi kesepakatan 
para pihak, jika cara tersebut dianggap dapat menciptakan 

kedamaian
32

.  

Menanggapi hal tersebut, Meryll Dean menyatakan sebagai 

berikut “The problem for anyone wishing to study the Japanese 

legal system is the struggle to understand the difference between 

what is seen and unseen, said and unsaid. More over, as a result, 

                                                 
30

Lon L. Fuller, The Morality of Law,Yale University Press, New Haven, 

1971, h.54-58 
31

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum,Kencana, Jakarta, 2017, h. 99 
32

Ibid, h. 100 
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that which appears to be the same often turns out to be manifesly 

different, whilst that which seems alien is reflected within one‟s 

own system of law”
33

.  Artinya hukum Jepang adalah hukum yang 

sulit ditebak arahnya sehingga yang harus dipelajari tidak hanya 

yang sudah diatur secara tertulis, tapi juga kebiasaan masyarakat 

harus dipahami secara betul. Hal ini karena aparat penegak hukum 

dalam memutus tidak memperhatikan hukumnya tertulis atau 

tidak, selama itu bisa menciptakan kedamaian, maka itu adalah 

putusan yang baik.  

 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah hal yang dibutuhkan oleh 

para pihak dalam kontrak. Perlindungan hukum tersebut 

dibutuhkan terutama sebagai proteksi diri dari kerugian yang 

dapat menimpa dirinya atas tindakan tertentu, terutama yang 

dilakukan oleh pihak lain. Moh. Isnaeni menyatakan sebagai 

berikut: 

Hukum, dalam hal ini kontrak, baik oleh penguasa 

ataupun oleh para pihak sendiri, berusaha mencipta 

perisai-perisai perlindung dari hantaman gelombang 

rugi yang setiap saat terus mengintai. Adapun payung 

pengaman dalam dunia bisnis yang disediakan oleh 

hukum, pada dasarnya sesuai sumbernya, dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yakni perlindungan 

hukum eksternal dan perlindungan hukum internal34. 

  

Perlindungan yang disebutkan oleh Moh. Isnaeni 

tersebut dapat diberikan secara eksternal maupun secara 

internal. Berikut penjelasannya: 

Makna dasarnya bahwa yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum eksternal adalah suatu 

perlindungan hukum yang dicipta oleh penguasa lewat 

regulasi berupa peraturan perundangan. Perlindungan 

                                                 
33

Maryll Dean, Japanese Legal System,Cavendish Publishing Limited, 

London-Sydney, 2012, h. 2 
34

Moh. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak,Revka Petra Media, 

Surabaya, 2017, h. 41 
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hukum eksternal ini pada umumnya merupakan sebuah 

benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-

undang demi menangkal kerugian juga ketidakadilan, 

bagi para perlaku pasar yang secara potensial dapat 

menimpa salah satu kontraktan. Pentingnya ketersediaan 

perlindungan hukum eksternal ini, merupakan usaha dari 

penguasa agar tatanan bisnis tetap bergerak dalam 

koridor yang patur dan adil. Pada umumnya, 

perlindungan hukum eksternal dipersiapkan oleh 

pembentuk undang-undang, untuk mengantisipasi 

adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu 

kontrak yang pada dasarnya punya bergaining position 

yang lebih unggul dari rekannya. 

Hakikat perlindungan hukum intenal, tidak lain 

merupakan suatu benteng pengaman kepentingan para 

pihak yang dibangun atas dasar sepakat, untuk 

dituangkan dalam ujud klausula-klausula kontrak yang 

mereka bangun bersama. Berarti dengan membuat 

perjanjian, atas dasar kebebasan berkontrak, para pihak 

bisa menyepakati dan membentuk jaring-jaring 

pengaman sendiri. perlindungan hukum internal ini, bisa 

dibangun dengan baik, sepanjang para pihak sama-sama 

memiliki bergaining position yang berimbang. Kalau 

posisi tawar para pihak berimbang, maka kesepakatan 

yang dibangun demi melindungi kepentingan masing-

masing kontrak secara patut, dapat dipastikan akan lahir 

suatu kontrak yang sehat (fair)35.  

 

Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa “State 

interference is an evil, where it cannot be shown to be good36” 

yakni bahwa apapun yang terjadi, negara harus tetap 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berbeda dengan 

Moh. Isnaeni, Philipus M. Hadjon membangi perlindungan 
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hukum dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif 

dan perlindungan hukum represif. “perlindungan hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa 

sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa37.  

Jika ditelisik lebih jauh dalam konsepsi negara 

Indonesia, perlindungan adalah salah satu cita-cita dari sekian 

cita-cita kemerdekaan negara. Hal ini dapat dilihat dalam 

pembukaan (preamble) UUD NRI 1945 sebagai berikut: 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia 

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

Artinya perlindungan hukum adalah hal krusial dari 

adanya suatu negara yang dalam penerapannya dikristalkan 

melalui peraturan perundang-undangan. Nantinya peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat akan 

memaksa pihak-pihak terkait untuk melaksanakannya. Kendati 

demikian konsepsi perlindungan hukum harus bisa 

mengakomodir semua perspektif supaya tidak terjadi benturan 

satu sama lain.  
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Phipipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,Bina 
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c. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan merupakan segala 

ketentuan yang mengatur semua dinamika baik dalam 

masyarakat maupun tata pemerintahan. Peraturan perundang-

undangan tersebut disusun dengan sistematis supaya tidak 

terjadi benturan satu dengan yang lain. Selain itu, disusun juga 

teori terkait peraturan perundang-undangan dengan 

menyiapkan solusi benturan dan membagi wilayah 

pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut 

yang dikenal dengan asas-asas sebagai berikut: 

1. Asas lex superior derogat legi inferior 

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang 

lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang 

lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua 

peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan 

saling bertentangan. Berdasarkan hierarki yang telah 

disebutkan, materi muatan Undang-Undang tidak 

boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Begitu 

juga materi muatan peraturan perundang-undangan 

yang berada di bawah Undang-Undang, maka tidak 

boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan 

UUD NRI 1945. 

2. Asas lex specialis derogat legi generali 

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih 

khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. 

Asas lex specialis derogat legi generali hanya 

berlaku terhadap dua perundangan yang secara 

hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi 

yang sama38. 
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3. Asas lex posteriori derogat legi priori 

Maknanya adalah undang-undang yang lebih baru 

mengalahkan yang lebih lama (terlebih dahulu ada). 

Asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang 

mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang 

sama39.  

 

Teori tentang hierarki dalam peraturan perundang-

undangan tersebut juga merupakan teori dari Hans Kelsen yang 

menyatakan bahwa: 

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana 

suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang 

lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 

lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma 

dasar40.  

 

Hans Kelsen rupanya leih suka menggunakan istilah 

“norma” yaitu subtansi dari ketentuan dalam pasal. Subtansi 

dalam norma tersebut bisa memerintah, melarang, 

membolehkan, dan lain sebagainya.  

Norma hukum berbeda dengan asas hukum pada 

sifatnya yang mengatur, sebagaimana diketahui, norma 

adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. 

Fungsi norma hukum menurut Hans Kelsen ialah antara 

lain memerintah (gebieten), melarang (verbieten), 

menguasakan (ermachtigen), membolehkan (erlauben), 

dan menyimpangkan dari ketentuan (derogieren)41. 

                                                 
39

Hamzah Halim, Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan 

Legal Opinion,Kencana, Jakarta, 2017, h. 183 
40

Hans Kelsen,General Theory of Law and State,Russel & Russel, New 

York, 1945,       h. 113 
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Peraturan perundang-undangan yang ada dapat berlaku 

dan mempunyai kekuatan pemberlakuan jika memenuhi 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1. Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang 

mengenai hal ini dapat dijumpai anggapan-

anggapan sebagai berikut: 

a. Hans Kelsen menyatakan bahwa kaedah huum 

mempunyai kelakuan yuridis, apabila 

penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih 

tinggi tingkatnya 

b. W. Zevenbergen menyatakan bahwa suatu 

kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis 

jikalau kaedah tersebut op de vereischte wrijze 

is not stant gekomen (terjemahannya : terbentuk 

menurut cara yang telah ditetapkan) 

c. JHA Logemann mengatakan bahwa secara 

yuridis kaedah hukum mengikat apabila 

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu 

kondisi dan akibatnya 

2. Kelakuan sosiologi atau hal berlakunya secara 

sosiologis, yang intinya adalah efektivitas kaedah 

hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal 

ini dikenal dua teori: 

a. Teori kekuasaan (macht theorie; the power 

theory) yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, 

apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, 

diterima ataupun tidak oleh warga-warga 

masyarakat 

b. Teori pengakuan (anerkenmungstheorie, the 

recognition theory) yang berpokok pangkal pada 

pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum 

didasarkan pada penerimaan atau pengakuan 

oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi 

tertuju. 
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3. Kelakuan filosofis atau hal berlakunya secara 

filosofis. Artinya adalah bahwa kaedah hukum 

tersebut sesuai dengan cita-cita. Hukum (rechtsider) 

sebagai nilai positif yang tertinggi (Uber Positieven 

Wort) misalnya, Pancasila, masyarakat adil dan 

makmur, dan seterusnya42 

 

Peraturan perundang-undangan tidak serta mempunyai 

kekuatan keberlakuan ketika disahkan, melainkan harus dilihat 

dari teori keberlakuan peraturan perundang-undangan apakah 

sudah sesuai atau tidak, apakah ada benturan atau tidak. Hal 

tersebut penting untuk dilakukan mengingat untuk melihat 

peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari teori yang 

ada. Jika tidak, maka peraturan perundang-undangan yang ada 

akan mengalami hambatan dalam penerapannya.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(UU PUU) menjadi pedoman dasar terkait eksistensi dan 

hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UU 

PUU mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan Indonesia sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Selain peraturan perundang-undangan yang sudah 

disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PUU di atas, peraturan 

perundang-undangan lain yang juga disusun oleh lembaga 

negara juga diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-

undangan dengan hierarki sebagai berikut: 

                                                 
42
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Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan 

yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 

Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi 

yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PUU 

sebagai berikut: 

Pasal 8  

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang 

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 

atau yang setingkat.  

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan. 
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Jika diantara peraturan perundang-undangan tersebut 

terdapat permasalahan hukum, terutama terkait adanya 

pertentangan hukum antara satu peraturan perundang-undangan 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya, maka terhadap 

yang bermasalah tersebut dapat dilakukan pengujian (judicial 

review) terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi 

batu uji diatur dalam Pasal 9 UU PUU yang mengatur sebagai 

berikut: 

 

Pasal 9  

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.  

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di 

bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan 

Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh 

Mahkamah Agung. 

 

UU PUU sudah mengatur sedemikian lengkap terkait 

dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu 

dapat menjadi pedoman untuk melihat eksistensi suatu 

perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka 

posisi dan eksistensi suatu peraturan perundang-undangan 

dapat dilihat secara komprehensif dalam satu perspektif.  

 

d. Toeri Kewenangan 

Kewenangan merupakan bahasan penting dalam hukum 

administrasi atau ketatanegaraan. Hal ini karena kewenangan 

berkaitan dengan legalitas seseorang atau lembaga dalam 

melakukan tindakan tertentu. Seseorang atau lembaga bisa 

melakukan tindakan tertentu dianggap sah jika memiliki 

kewenangan. Jika tanpa kewenangan, maka tindakan yang 

dilakukan tersebut bisa dianggap ilegal atau melanggar hukum. 
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Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan dengan 

wewenang. Uraian tersebut bisa dilihat pada uraian berikut : 

Kewenangan juga disebut dengan istilah kekuasaan 

formal (authority/ gezag). Kekuasaan formal artinya 

karena kekuasaan yang diberikan adalah kewenangan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

atau legislasi dari kekuasaan eksekutif atau 

administratif. Berdasarkan hal tersebut, maka 

kewenangan hanya diberikan kepada pihak tertentu atau 

pemerintahan tertentu atas kekuasaan tertentu. 

Terminologi kewenangan dan wewenang ternyata 

memiliki pengertian yang berbeda. Philipus M. Hadjon 

menyebut istilah kewenangan dengan authority/ gezag, 

sedangkan wewenang disebut dengan istilah 

bevoegheid/ competence. Wewenang lebih ditekankan 

terhadap kekuasaan
43

. 

 

Istilah kewenangan dan wewenang mempunyai 

perbedaan penggunaan dan terletak pada karakter hukumnya. 

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan dalam menentukan 

atau memutuskan sesuatu. S.F Marbun menegaskan bahwa : 

kewenangan adalah kewenangan yang diformalkan, baik 

terhadap golongan atau kekuasaan tertentu dalam bidang 

pemerintahan, baik dari legislatif maupun eksekutif. 

Sedangkan wewenang hanya diartikan sebagai 

kemampuan melakukan suatu tindakan hukum publik 

atau secara yuridis diartikan kemampuan bertindakan 

yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan 

guna melakukan hubungan hukum
44

. 

 

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, maka kewenangan 

adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh negara kepada 
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Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi, Citra Aditya 

Bakti, Jakarta, 2006, h. 210 
44

Fadillah Amin, Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan, UB Press, 

Malang, 2016, h. 206 
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golongan tertentu. Kekuasaan formal tersebut bersumber 

terhadap hak moral, yaitu nilai masyarakat dan nilai dalam 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah kekuasaan 

yang sah.  

Kewenangan dalam teori yang disampaikan oleh J.G. 

Brouwer dan A.E Schilder bisa didapatkan dari tiga sumber, 

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.  

a. with atribution, power is granted to an administrative 

authority by an independent legislative body. The power 

is initial (originair), which is to say that is not derived 

from a previously existing power. The legislative body 

creates independent and previously non existent powers 

and assigns them to an authority. 

b. Delegation is the transfer of an acquired atribution of 

power from one administrative authority to another, so 

that the delegate (the body that has acquired the power) 

can exercise power in its own name. 

c. With mandate, there is not transfer, but the mandate 

giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) 

to make decision or take action in its name
45

. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan atribusi, delegasi, dan mandat adalah 

sebagai berikut : 

a. Atribusi 

Atribusi adalah kewenangan yang diberikan oleh 

badan legislatif kepada badan pemerintahan secara 

mandiri. Atribusi merupakan kewenangan mandiri 

dan bersifat asli (tidak bersumber dari kewenangan 

sebelumnya). Jadi atribusi ini adalah kewenangan 

murni, bukan perluasan dari kewenangan yang ada 

sebelumnya dan diberikan kepada badan yang 

memang mempunyai kompetensi. 

 

 

                                                 
45
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Aeguilibri, Nijmegen, 1998, h. 16-18 
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b. Delegasi 

Delegasi merupakan peralihan kewenangan atribusi 

dari satu badan kepada badan lainnya. Badan yang 

memberikan kewenangan disebut dengan delegator, 

dapat melakukan pengujian atas kewenangan 

tersebut. 

c. Mandat 

Mandat adalah peralihan kewenangan dari mandator 

kepada badan lain, baik untuk membuat suatu 

keputusan, mengambil tindakan, atau hal lain sesuai 

perintah dari mandator
46

.  

Wewenang atribusi dalam Ilmu Pemerintahan lebih 

tepat untuk disebut “wewenang asli”, sedangkan 

wewenang delegasi dan mandat hanya dipunyai oleh 

organ pemerintahan terutama Presiden dan Eksekutif 

sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-

undangan. Kemudian bagi badan peradilan (yudisial) 

dan legislatif, wewenang semacam delegasi dan mandat, 

hanya bersifat administrasi murni atau ketatausahaan 

semata, yang biasanya diatur dalam tata tertib legislatif 

dan peraturan intern pengadilan walaupun dalam praktik 

ketatanegaraan dalam pembuatan Undang-Undang di 

Bidang legislatif, kadang-kadang dalam suatu isi Pasal 

peraturan perundang-undangan
47

.  

Atribusi merupakan kewenangan murni yang di 

dalamnya terhadap tanggung jawab dan tanggung gugat 

pada jabatan-jabatan yang bersangkutan. Apabila 

terdapat gugatan tertentu maka yang bertanggungjawab 

adalah pemegang atau pengguna kewenangan tersebut, 

bukan pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

memberikan kewenangan tersebut. Delegasi sebenarnya 

mempunyai pengertian yang beragam, namun semuanya 

bermuara pada satu definisi yaitu menyatakan bahwa 
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delegasi adalah penyerahan wewenang. Kewenangan 

dalam delegasi berasal dari organ pemerintah yang 

diserahkan kepada organ lain dengan berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan. Istilah penyerahan 

wewenang tersebut lebih pas digunakan karena dalam 

delegasi, penyerahan wewenang dilakukan oleh pemberi 

delegasi (delegans) kepada penerima delegasi 

(delegataris) sampai pada proses peralihan. Jika 

peralihan sudah dilakukan, maka pemberi delegasi tidak 

lagi menggunakan wewenang tersebut kecuali sudah 

dilakukan pencabutan wewenang dengan berdasarkan 

pada asas contrarius actus. Mandat lebih bersumber dari 

hubungan antara atasan dan bawahan, dan lebih tepat 

diartikan sebagai pelimpahan kewenangan. Pihak yang 

bertanggungjawab dalam mandat adalah pemberi 

mandat (mandans) bukan pada penerima mandat 

(mandataris). Pihak yang menerima mandat dapat 

menggunakan kewenangan tersebut sebagaimana 

pemberi mandat
48

. 

 

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa 

“kewenangan merupakan hal yang terkait erat dnegna 

kekuasaan, dengan kata lain, sebagaimana pendapat Robert 

Bierstedt dalam Bo‟a bahwa kewenangan merupakan 

kekuasaan yang dilembagakan”.
49

“Sehingga dapat dikatakan 

sebagai kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan 

perintah dan membuat peraturan-peraturan yang berhak untuk 

dipatuhi”
50

. Henc Van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh 

Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono menjelaskan bahwa 

“kewenangan merupakan teori yang biasa digunakan dalam 
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hukum publik. Menurutnya, Kewenangan harus memiliki 

setidaknya tiga elemen utama, yaitu pengaruh, dasar hukum, 

dan konformitas hokum”.
51

 

Adapun yang dimaksud dengan elemen pengaruh dalam 

kewenangan adalah penggunaan wewenang bertujuan untuk 

mengendalikan perilaku subjek hukum. Sedangkan maksud 

“elemen dasar adalah adanya penunjukan wewenang harus 

didsari dengan dasar hukumnya. Kemudian elemen konformitas 

hukum menunjukkan adanya standar wewenang, yaitu standar 

umum dan khusus”.
52

 

Kewenangan pada prinsipnya mengarah kepada hal-hal 

yang sudah jelas (tertentu). Kewenangan terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu kewenangan terikat (gebonden beschikking) dan 

kewenangan bebas (vrije beschikking). Kewenangan terikat 

adalah kewenangan yang diberikan kepada organ tertentu 

dalam pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan guna 

melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat peraturan 

perundang-undangan dengan tanpa adanya ketentuan lain atau 

keputusan lain sebagaimana sudah dibuat oleh legislatif. 

Kewenangan bebas merupakan kewenangan untuk mengambil 

keputusan tertentu dengan berdasarkan pada inisiatif atau 

kehendak sendiri dengan cara melakukan interpretasi terhadap 

norma yang dianggap samar. Spelt dan Ten Berge sebagaimana 

dikutip oleh Philipus M. Hadjon membagi kewenangan bebas 

pemerintah dalam dua h. Spelt dan Ten Berge mengatakan 

bahwa “de vrijheid die een wettelijke regeling aan een 

bestuursorgaan kan laten bij het geven van een beschikking 

wortl wel onderscheiden in beleidsvrijheid en 

beoordelijngsvrijheid
53

” yang pada intinya adalah bahwa 

Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kebebasan 

kepada pemerintah untuk membuat keputusannya sendiri yang 
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berkaitan dengan jabatannya. Menurut Philipus M. Hadjon 

pula, “kewenangan terikat bersumber pada Peraturan 

Perundang-undangan sekaligus sebagai alat uji, sedangkan 

kewenangan bebas adalah bersumber dari asas-asas 

Pemerintahan yang baik”
54

.  

 

e. Teori Jaminan 

Edgar N. Durfee memetakan jaminan sebagai corak 

yang lahir dari perjanjian kebendaan yang populer dengan 

security of law dalam pelaksanaan perjanjian kebendaan 

tersebut. Peralihan benda melalui proses jaminan membawa 

akibat-akibat hukum tertentu dan tentu menguntungkan pihak 

kreditur sebagai pemegang jaminan. Edgar N. Durfee 

menguraikan sebagai berikut: 

There are probably no two States in which the law of 

mortgages is the same in all particulars, but they may 

be broadly classified into three groups: (x) those in 

which the mortgage is held to pass the legal title to the 

land at its execution; (2) those in which it is held to 

pass the title upon default, and (3) those in which it is 

held to pass' no title until foreclosure. The first view is 

commonly called the legal or title theory and the last, 

the equitable or lien theory, while the second, which is 

maintained in only a few States, has no distinctive 

name. This discussion is addressed to the law of the 

third class of States but it applies to the second so far as 

concerns the status of the mortgagee before default and 

the arguments in favor of a legal lien apply- there a 

priori
55

. 

 

Pada prinsipnya teori yang dikemukakan oleh Edgar N. 

Durfee adalah bahwa sejak jaminan disepakati dan diserahkan, 

maka yang berkuasa atas benda yang dijaminkan tersebut 
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sudah berada dalam kepemilikan kreditur sehingga bebas untuk 

menguasai dan menikmati hasilnya. Jaminan tersebut baru bisa 

kembali dalam penguasaan debitur setelah debitur melakukan 

pembayaran atas kredit. Namun jika debitur tidak mampu 

membayar kredit, maka jaminan tersebut dapat dijual sebagai 

penebusan kredit yang diberikan oleh kreditur. Teori ini yang 

disebut dengan title theory (teori kepemilikan titel). Teori 

lainnya adalah lien theory, sebagaimana diungkapkan oleh 

Bernard C. Gavit yaitu benda yang dijaminkan tetap berada di 

dalam penguasaan debitur. Jaminan tidak untuk dipungut 

hasilnya oleh kreditur, melainkan hanya untuk langkah 

antisipasi jika debitur wanprestasi, yaitu dapat dijual atau 

dieksekusi oleh kreditur sebagai pelunasan kredit56.  

Secara umum suatu kredit membutuhkan jaminan 

tertentu sebagai bukti kesanggupan untuk melakukan 

pembayaran, atau sebagai ganti jika tidak sanggup 

mengembalikan kredit dalam waktu yang sudah ditentukan
57

. 

Dalam memberikan kredit, bank harus menerapkan prinsip 

kehati-hatian. Hal ini tentu bertujuan kredit yang diberikan bisa 

tepat sasaran dan bisa dikembalikan sesuai dengan perjanjian 

jatuh tempo yang sudah disepakati. Hal ini sebagaimana 

amanat Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan yang menentukan 

sebagai berikut : 

Pasal 2  

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Pasal 29  

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan 

oleh Bank Indonesia.  

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank 

sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
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rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 

prinsip kehati-hatian.  

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan 

kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh 

cara-cara yang tidak merugikan bank dan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank.  

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib 

menyediakan informasi mengenai kemungkinan 

timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan 

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.  

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia." 

 

Prinsip kehati-hatian tersebut juga diatur dalam Pasal 2 

PBI 7/2005 sebagai berikut : 

Pasal 2  

(1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan 

berdasarkan prinsip kehatihatian.  

(2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi 

wajib menilai, memantau dan mengambil 

langkahlangkah yang diperlukan agar kualitas 

Aktiva senantiasa baik. 

 

Prinsip kehati-hatian tersebut kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam Pasal 8 UU Perbankan yaitu supaya bank bisa 

memastikan bahwa nasabah debitur bisa mengembalikan uang 

yang dipinjam : 

Pasal 8 

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib 
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mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atau itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.  

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan 

pedoman perkreditan dan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia." 

 

Jaminan merupakan hak bank. Hal-hal yang berkaitan 

dengan nilai dan legalitas jaminan semuanya dikuasai oleh 

bank dan harus mampu menjaga jaminan tersebut. “Benda-

benda yang dijaminkan memang sudah seharusnya untuk diikat 

secara yuridis, yaitu dengan akta baik otentik maupun bawah 

tangan”
58

. Jaminan merupakan benda yang mempunyai nilai, 

mudah untuk diuangkan, dan diperjanjikan sebagai jaminan 

pembayaran jika debitur tidak bisa melunasi hutangnya dalam 

jangka waktu yang sudah ditentukan. “Jaminan sejatinya juga 

merupakan prasyarat guna memperkecil risiko kreditur dalam 

memperkecil penyaluran kredit. Jaminan menjadi benda yang 

dapat dijadikan ganti atas utang jika debitur tidak bisa 

melakukan pembayaran”
59

.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Penjaminan (selanjutnya disebut UU Penjaminan) memberikan 

pengertian penjaminan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penjaminan 

sebagai berikut “Penjaminan adalah kegiatan pemberian 

jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial 

Terjamin kepada Penerima Jaminan”.  
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Pasal 2 UU Penjaminan dan Penjelasannya memberikan 

uraian terkait dengan asas-asas usaha penjaminan sebagai 

berikut : 

1) Kepentingan nasional 

Asas yang menentukan bahwa keberpihakan kepada pelaku 

ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah 

serta koperasi dengan mengutamakan kepentingan nasional 

Indonesia. 

2) Kepastian hukum 

Asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-

undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan 

tindakan dalam penjaminan. 

3) Keterbukaan 

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan penjaminan, dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi 

dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

4) Akuntabilitas 

Asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari penyelenggaraan penjaminan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5) Profesionalisme 

Asas yang menjamin bahwa pelaksanaan penjaminan 

dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan 

integritas. 

6) Efisiensi berkeadilan 

Asas yang menjamin pelaksanaan penjaminan dilakukan 

secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, 

kondusif, dan berdaya saing. 

7) Edukasi 

Asas yang memberikan penambahan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau 

instruksi dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi 
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nyata dengan cara memberikan pendorongan terhadap 

pengarahan diri dan aktif memberikan informasi-informasi 

atau ide baru. 

8) Pelindungan konsumen. 

Asas yang menciptakan sistem pelindungan dan 

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha penjaminan 

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sektor jasa keuangan. 

Tujuan dari adanya penjaminan adalah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 3 UU Penjaminan, sebagai berikut : 

1) Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka 

mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia 

usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta 

koperasi dalam perekonomian nasional;  

2) Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha 

mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha 

prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;  

3) Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya 

iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor 

ekonomi strategis; 

4) Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya 

saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;  

5) Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; 

6) Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional. 

Benda-benda yang bisa dijadikan jaminan dalam 

melakukan kredit adalah benda-benda yang diatur dalam Pasal 

1131-1132 KUHPdt yaitu benda bergerak dan benda tidak 

bergerak : 

1131. Segala barang-barang bergerak dan tak 

bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun 

yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-

perikatan perorangan debitur itu. 

1132. Barang-barang itu menjadi jaminan bersama 

bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan 

barang-barang itu dibagi menurut perbandingan 

piutang masing-masing kecuali bila di antara para 
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kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk 

didahulukan. 

 

Berdasarkan pada Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 

bentuk-bentuk benda yang dapat dijadikan jaminan adalah 

meliputi hal-hal berikut : 

1) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di 

bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi 

dan diikat secara gadai 

2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak 

tanggungan 

3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan 

diikat dengan hak tanggungan 

4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 

(dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek 

5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara 

fidusia 

6) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi 

gudang. 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut “kredit tertentu 

diikat dengan jaminan tertentu, yaitu dapat diikat dengan 

agunan berdasarkan hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotek, 

dan hak jaminan atas resi gudang. Pengikatan agunan 

berdasarkan hak tanggungan didasarkan pada UUHT”
60

. Jika 

dibuat simpulan, maka jenis agunan berdasarkan PBI 9/2009 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Jenis Agunan Berdasarkan PBI 9/2009 

 

No Jenis Agunan Pengikatan Dasar Hukum 

1 Surat Berharga dan Saham yang 

aktif diperdagangkan di Bursa 

Gadai KUHPdt Pasal 

1150 - 1160 
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Efek Indonesia atau yang 

memiliki peringkat investasi 

2 Tanah, Gedung, Rumah Tinggal Hak 

Tanggungan 

UU No. 4 Tahun 

1996 tentang 

Hak 

Tanggungan 

3 Mesin yang merupakan satu 

kesatuan dengan Tanah 

Hak 

Tanggungan 

UU No. 4 Tahun 

1996 tentang 

Hak 

Tanggungan 

4 Pesawat Udara/ Kapal Laut 

ukuran di atas 20 meter kubik 

Hipotek UU No. 17 

Tahun 2008 

tentang 

Pelayaran dan 

UU No. 1 Tahun 

2009 tentang 

Penerbangan 

5 Kendaraan Bermotor dan 

Persediaan (Inventory) 

Fudisia UU No. 42 

Tahun 1999 

tentang Jaminan 

Fidusia 

6 Resi Gudang (Warehouse 

Receipt) 

Hak Jaminan 

atas Resi 

Gudang 

UU No. 9 Tahun 

2006 jo UU No. 

9 Tahun 2011 

tentang Sistem 

Resi Gudang
61

 

 

Barang yang dijaminkan harus mempunyai syarat-syarat 

ekonomis dan syarat yuridis. Syarat ekonomis dari barang 

agunan atau jaminan adalah sebagai berikut : 

1) Mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan secara 

umum dan secara bebas 

2) Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa 

harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti 
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3) Nilai barang jaminan lebih besar dari jumlah kredit yang 

diberikan 

4) Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik 

kalau nilainya juga dapat meningkat di kemudian hari 

5) Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis 

)dekat dengan pasar atau konsumen) 

6) Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuh, rusak, 

sebab akan mengurangi nilai ekonominya 

7) Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis 

dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya
62

 

Syarat yuridis dari barang jaminan atau agunan adalah 

sebagai berikut: 

1) Barang jaminan tersebut betul-betul milik debitur sendiri 

atau pihak penjamin 

2) Barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan debitur 

sendiri 

3) Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak ketiga 

4) Memiliki tanda bukti pemikikan berupa sertifikat atas 

nama nasabah yang bersangkutan yang masih berlaku 

5) Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi persyaratan 

untuk diadakan bank secara gadai, hipotek, creditverband, 

fidusia, borgtocht, kuasa menjual, dan lain-lain ketentuan 

pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis sesuai 

perundang-undangan yang berlaku. 

6) Barang jaminan tersebut bebas dari ikatan jaminan dengan 

pihak lain.
63

 

Ketentuan hak tanggungan pada awalnya berdasarkan 

pada ketentuan Hypotheek atau Credietverband dengan 

berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, namun 

ketentuan hipotek tersebut kemudian dihapus melalui UUHT. 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 juncto Pasal 

29 UUHT yang mengatur sebagai berikut: 
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Pasal 24 

(1) Hak Tanggungan yang ada sebelum berlakunya 

Undang-Undang ini,yang menggunakan ketentuan 

Hypotheek atau Credietverband berdasarkan Pasal 

57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diakui,dan 

selanjutnya berlangsung sebagai Hak Tanggungan 

menurut Undang-Undang inisampai dengan 

berakhirnya hak tersebut. 

(2) Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat menggunakan ketentuan-ketentuan 

mengenai eksekusi dan pencoretannya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 setelah buku-

tanah dan sertipikat Hak Tanggungan yang 

bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

(3) Surat kuasa membebankan hipotik yang ada pada 

saat diundangkannya Undang-Undang ini dapat 

digunakan sebagai Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung 

sejak saat berlakunya Undang-Undang ini, dengan 

mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (5). 

 

Pasal 29 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan 

mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam 

Staatsblad 1908-542 jo.Staatsblad 1909-586 dan 

Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan 

Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan 

ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut 

dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak 

Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 



67 

 

 

 

 

Penghapusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa ketentuan Hypotheek dipandang tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan 

perkembangan tata ekonomi Indonesia Hal ini sebagaimana 

diatur dalam huruf c konsideran UUHT yang menyatakan 

sebagai berikut: 

Bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana 

diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan 

ketentuan mengenai Credietverband dalam Staatsblad 

1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 

1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai 

dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Hak 

Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan 

perkembangan tata ekonomi Indonesia; 

 

Alasan penghapusan ketentuan Hypotheek secara 

lengkap disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 2 UUHT 

yang menyatakan sebagai berikut: 

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria, sudah 

disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat 

dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, 

sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan 

Credietverband. 

Selama 30 tahun lebih sejakmulai berlakunya Undang-

Undang Pokok Agraria, lembaga Hak Tanggungan di 

atasbelum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 

karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya 

secara lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan 

Pasal 51 Undang-Undang tersebut. Dalam kurun waktu 
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itu, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum 

dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria, masih 

diberlakukan ketentuan Hypotheek sebagaimana 

dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia dan ketentuan Credietverband dalam 

Staatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah 

dengan Staatsblad 1937-190, sepanjang mengenai hal-

hal yang belum ada ketentuannya dalam atau 

berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. 

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan di atas berasal dari zaman kolonial Belanda 

dandidasarkan pada hukum tanah yang berlaku sebelum 

adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok-

pokok ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria dan dimaksudkan untuk diberlakukan 

hanya untuk sementara waktu, yaitusambil menunggu 

terbentuknya Undang-Undang yang dimaksud oleh Pasal 

51 di atas. 

Oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai 

dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional dan dalam 

kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan 

yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan 

sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. 

Akibatnya ialah timbulnya perbedaan pandangan dan 

penafsiran mengenai berbagai masalah dalam 

pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya 

mengenai pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan 

eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan 

perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan 

jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan. 

Selain itu dasar Hypotheek digantikan dengan UUHT 

yaitu bahwa di dalam Hypotheek sebelumnya hanya mengenai 

benda-benda tidak bergerak, dan benda yang tidak bergerak 

yang dimaksud dalam Hypotheek tersebut adalah tanah. Hal ini 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508 

KUHPdt yang mengatur sebagai berikut: 
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Pasal 506. Barang tak bergerak adalah: 

1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 

2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510; 

3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya 

menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, 

demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, 

sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu 

belum dipisahkan dan digali dari tanah; 

4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon 

yang tinggi, selama belum ditebang; 

5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air 

dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala 

sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku 

pada bangunan. 

 

Pasal 507. Yang termasuk barang tak bergerak karena 

tujuan adalah: 

1. pada pabrik barang hasil pabrik, penggilingan, 

penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, 

apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong 

dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian 

pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku; 

2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya 

bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang 

merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu 

ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku; 

3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang 

dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung 

merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama 

belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam; 

4. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila 

dipergunakan untuk pembangunan kembali; 

 

dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya 

dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai 

selamanya. 

Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu 

dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, 

bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan 

penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu 
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semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan 

tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dan 

barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan. 

 

Pasal 508. Yang juga merupakan barang tak bergerak 

adalah hak-hak sebagai berikut; 

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; 

2. hak pengabdian tanah; 

3. hak numpang karang; 

4. hak guna usaha; 

5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam 

bentuk barang; 

6. hak sepersepuluhan; 

7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak 

istimewa yang berhubungan dengan itu; 

8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan 

barang tak bergerak. 

 

Kemudian setelah adanya UUPA, maka ketentuan yang 

ada dalam KUHPdt khususnya mengenai tanah dinyatakan 

tidak berlaku, dan bukan berarti lenyap, akan tetapi objek 

Hypotheek bukan tanah lagi melainkan kapal laut yang sudah 

terdaftar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, 

Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 

tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yang menentukan sebagai 

berikut: 

 

Pasal 60  

(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal 

Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan 

pembebanan hipotek atas kapal.  

(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan 

pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan 

Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan 

dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.  

(3) Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta 

Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.  

(4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 



71 

 

 

 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap.  

(5) Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat 

diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan 

penetapan pengadilan.  

 

Pasal 61  

(1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.  

(2) Peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai 

dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.  

 

Pasal 62  

Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima 

hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta 

pengalihan hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat 

Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat 

dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.  

 

Pasal 63  

(1) Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat 

Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas 

permintaan tertulis dari penerima hipotek.  

(2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan oleh pemberi hipotek, permintaan tersebut 

dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari 

penerima hipotek.  

 

Pasal 64  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan 

hipotek diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pengaturan lebih lanjut mengenai hipotek terhadap 

kapal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan 

Kebangsaan Kapal (Permenhub 39/2017) yang dalam Pasal 28 

mengatur sebagai berikut: 
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Pasal 28  

(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal 

Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan 

pembebanan hipotek atas kapal*  

(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan 

pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar 

dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal 

didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang 

bersangkutan,  

(3) Penerima hipotek atas kapal antara lain terdiri atas: a. 

Warga Negara Indonesia atau warga negara asing; b. 

bank nasional atau internasional; c. lembaga keuangan 

nasional atau internasional; atau d. lembaga non 

keuangan nasional atau internasional. 

 

Selain kapal dalam UU Pelayaran, pesawat terbang yang 

sudah terdaftar juga dapat dijadikan hipotek. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 71, Pasal 72 juncto Pasal 109 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan 

yang menentukan sebagai berikut : 

Pasal 71  

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan 

internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak 

jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, 

dan/atau perjanjian sewa guna usaha.  

 

Pasal 72  

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat 

dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak 

pada perjanjian tersebut. 

Pasal 109  

(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, paling sedikit 

harus memenuhi persyaratan: a. akta pendirian badan 

usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang 

angkutan udara niaga berjadwal atau angkutan udara 

niaga tidak berjadwal dan disahkan oleh Menteri yang 

berwenang; b. nomor pokok wajib pajak (NPWP); c. 

surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi 
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yang berwenang; d. surat persetujuan dari instansi yang 

bertanggung jawab di bidang penanaman modal 

apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas 

penanaman modal; e. tanda bukti modal yang disetor; f. 

garansi/jaminan bank; dan g. rencana bisnis untuk 

kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun.  

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diserahkan 

dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh 

instansi yang mengeluarkan, dan dokumen aslinya 

ditunjukkan kepada Menteri. 

 

Kemudian kaitanya dengan UUHT, bahwa UUPA 

mengatur ketentuan mengenai tanah yang bersifat umum, 

sedangkan adanya UUHT tersebut maka ketentuan tanah yang 

bersifat umum tersebut dikhususkan kedalam UUHT. Sehingga 

adanya UUHT tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari 

UUPA, yang yang bisa diikat dengan hak tanggungan adalah 

tanah yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUHT.  

Jaminan secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

jaminan umum dan jaminan khusus : 

1) Jaminan Umum 

Jaminan umum adalah jaminan yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan. Artinya jaminan tersebut 

lahir karena peraturan perundang-undangan, bukan karena 

adanya ikatan perjanjian. Eksistensi jaminan umum 

bersumber pada Pasal 1131 KUHPdt yang menyatakan 

bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorang”.  

Pasal 1131 KUHPdt tersebut secara jelas mengatur 

bahwa jika terdapat debitur berutang kepada kreditur, maka 

tanpa diperjanjikan, semua harta benda debitur menjadi 

jaminan atas utang tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan 
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ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPdt yang menyatakan 

bahwa : 

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-

sama bagi semua orang yang mengutangkan 

padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu 

menurut besar kecilnya piutang masing-masing 

kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Pasal 1132 KUHPdt tersebut selain mempertegas 

ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPdt, juga memberikan 

pengaturan bahwa meski semua harta debitur menjadi 

jaminan, bukan berarti dapat diambil semuanya oleh kreditur 

jika debitur wanprestasi, melainkan hanya mengambil hasil 

penjualan sesuai besaran hutang dan membaginya dengan 

debitur dengan mendahulukan kepentingan kreditur. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

jaminan umum adalah jaminan yang berkaitan dengan semua 

harta benda debitur yang menjadi jaminan bagi hutangnya. 

Harta benda tersebut dapat dijual dan diberikan kepada 

kreditur sesuai jumlah hutangnya. Ciri-ciri dari jaminan 

umum adalah : 

a) Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau 

seimbang. Artinya tidak ada yang lebih didahulukan 

dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai 

kreditur konkuren. 

b) Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren 

mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang 

hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. 

c) Jaminan umum timbul karena Peraturan Perundang-

Undangan, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan 

terlebih dahulu. Dengan demikian, para kreditur konkuren 

secara bersama-sama memperoleh jaminan umum 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 

2) Jaminan Khusus 
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Berbeda jaminan umum, jaminan khusus lahir karena 

adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian 

yang dimaksud adalah dilakukan dengan dua cara, yaitu 

kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur 

untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Kedua, kreditur 

meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan 

kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada 

kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya atau 

wanprestasi. Menjaminkan dengan cara-cara tersebut 

dikenal dengan jaminan kebendaan dan jaminan 

perorangan
64

.  

Jaminan kebendaan adalah jaminan hak mutlak atas 

suatu benda tertentu dengan ciri-ciri mempunyai hubungan 

langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. 

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak 

dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan 

yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau 

karena peraturan perundang-undangan dianggap sebagai 

benda bergerak. Benda bergerak dibedakan menjadi benda 

berwujud dan benda tidak berwujud. Pengikatan jaminan 

benda bergerak berwujud dilakukan melalui gadai atau 

fidusia, sedangkan benda bergerak tidak berwujud dengan 

gadai, cessie, dan account receivable.  

Teori tentang jaminan tanah sebenarnya sudah diatur 

jauh sebelum lahirnya UUHT. Hal ini bisa dilihat dari 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada lebih dulu 

dari UUHT yang mengatur terkait jaminan tanah misalnya 

seperti Credit Verband sebagaimana diatur dalam Surat 

Edaran No 620.1-1554 Tanggal 02 Mei 1989 tentang 

Tentang Pemusnahan Warkah Hipotik dan Credit Verband, 

Surat Edaran No 620.1-1554 Tanggal 02 Mei 1989 tentang 

Pemusnahan Warkah Hipotik dan Credit Verband, Surat 

Edaran No 594.3/3102/Agr Tanggal 09 September 1988 
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http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/632/tentang-pemusnahan-warkah-hipotik-dan-credit-verband
http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/634/tentang-bentuk-akta-dan-sertipikat-hipotik-credit-verband
http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/634/tentang-bentuk-akta-dan-sertipikat-hipotik-credit-verband
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tentang Bentuk Akta dan Sertipikat Hipotik/ Credit 

Verband,Surat Edaran No 594.3/239/KBPN Tanggal 09 

September 1987 tentang Pencantuman Titel Eksekutorial 

pada Sertipikat Hipotik dan Credietverband, dan Surat 

Edaran No 594.3/3102/Agr Tanggal 09 September 1987 

tentang Bentuk Akta dan Sertipikat Hipotik/Crediet 

Verband.  

Hak tanggungan dan Crediet Verband sebenarnya sudah 

diatur dalam Pasal 48 ayat (3) PP 24/1997 Jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanahyang mengatur sebagai berikut: 

Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak 

tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, 

pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru 

boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis 

dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang 

berwenang menyetujui penghapusan beban yang 

bersangkutan. 

 

Pada bagian penjelasan, Pasal 48 ayat (3) PP 24/1997 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah dijelaskan sebagai berikut: 

Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan 

kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan 

atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu 

pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah 

diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak 

lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban 

lain yang bersangkutan. 

Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. 

Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak 

tanggungan yang bersangkutan tetap membebani 

bidang-bidang hasil pemecahan itu. 

 

Pasal 48 ayat (3) PP 24/1997 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanahtersebut 

http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/634/tentang-bentuk-akta-dan-sertipikat-hipotik-credit-verband
http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/634/tentang-bentuk-akta-dan-sertipikat-hipotik-credit-verband
http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/635/tentang-pencantuman-titel-eksekutorial-pada-sertipikat-hipotik-dan-credietverband
http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/635/tentang-pencantuman-titel-eksekutorial-pada-sertipikat-hipotik-dan-credietverband
http://sjdih.bpn.go.id/detil-produk-hukum/635/tentang-pencantuman-titel-eksekutorial-pada-sertipikat-hipotik-dan-credietverband
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menunjukkan bahwa subjek hukum hak atas tanah tidak 

hanya debitur, melainkan juga kreditur dalam hak 

tanggungan. Selain itu ketentuan tersebut juga menegaskan 

bahwa subjek hukum hak tanggungan tidak hanya 

perorangan melainkan juga bisa korporasi. 

 

II. Penjelasan Konsep  

a. Lembaga Kuasa 

1. Karakteristik Lembaga Kuasa dalam Perjanjian 

Pengertian karakteristik dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diartikan “mempunyai 

sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu”
65

. 

“Karakteristik juga diartikan sebagai ciri-ciri khusus”
66

. 

Jadi karakteristik adalah ciri khusus atau ciri tertentu 

pada orang/ lembaga/ atau benda tertentu yang ciri 

tersebut membedakan dengan yang lain. 

Kemudian pengertian lembaga adalah institusi atau 
pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan 

norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang 

nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta 

serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Untuk 

memahami lebih dalam tentang arti lembaga, kita dapat 

melihat berbagai pendapat para ahli tentang konsep dan 

definisi lembaga. Berikut ini adalah pengertian lembaga 

menurut    para ahli : 

1. Macmillan 

Menurut Macmillan pengertian lembaga adalah 

seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-

keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat 

pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan 

yang penting dan berulang. 

2. Hendropuspito 

Menurut Hendropuspito pengertian lembaga 

adalah bentuk lain organisasi yang tersusun secara 

tetap dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan 

                                                 
65

Karakteristik, diakses dari https://kbbi.web.id/karakteristik, tanggal 

11/03/2018 
66

Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia,Bmedia, Jakarta, 2017, h. 129 
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relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya 

kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. 

3. Adelman dan Thomas 

Menurut Adelman dan Thomas arti lembaga 

adalah suatu bentuk interaksi di antara manusia 

yang mencakup sekurang-kurangnya tiga 

tingkatan. 

 Tingkat pertama; tingkatan nilai kultural yang 

menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah 

tingkatannya. 

 Tingkat kedua; mencakup hukum dan 

peraturan yang mengkhususkan pada apa yang 

disebut aturan main (the rules of the game). 

 Tingkat ketiga; mencakup peraturan yang 
bersifat kontraktual yang digunakan dalam 

proses transaksi. 

4. Kartodiharjo et al 

Menurut Kartodiharjo pengertian lembaga adalah 

instrument yang mengatur hubungan antar 

individu. Lembaga juga berarti seperangkat 

ketentuan yang mengatur masyarakat yang telah 

mendefinisikan bentuk aktifitas yang dapat 

dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak 

lainnya, hak istimewa yang telah diberikan serta 

tanggungjawab yang harus dilakukan. 

5. Schmidt 

Menurut Schmidt pengertian lembaga atau institusi 

adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan 

yang teratur dengan memberikan definisi pada hak, 

kewajiban, kepentingan, dan tanggungjawab 

bersama. 

6. Hayami dan kikuchi 

Menurut Hayami dan Kikuchi pengertian lembaga 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

 Lembaga adalah sekumpulan aturan mengenai 
tata hubungan manusia dengan lingkungannya 

yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak-

hak, dan tanggung jawab 
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 Lembaga adalah suatu organisasi yang 

memiliki heirarki, yaitu adanya mekanisme 

administrative dan kewenangan.
67

 

Kemudian pengertian kuasa dalam KUHPdt tidak 

disebutkan secara jelas, demikian tidak terdapat 

peraturan perundang-undangan lain yang khusus 

mengatur terkait dengan surat kuasa. Pasal dalam 

KUHPdt yang mendekati pengertian surat kuasa adalah 

ketentuan dalam Pasal 1792 KUHPdt sebagai berikut 

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang 

berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang 

menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama 

orang yang memberikan kuasa”. 

Dengan demikian berdasarkan pengertian umum dan 

menurut pendapat para ahli mengenai pengertian lembaga, 

maupun pengertian kuasa berdasarkan KUHPdt 

sebagaimana disebutkan diatas, maka menurut penulis 

pengertian lembaga kuasa adalah instrumen yang mengatur 

hubungan hukum antara subjek hukum dibidang kuasa yang 

menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban 

bagi para pihak yang membuatnya.  

Kuasa merupakan kewenangan dari subjek hukum 

untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika subjek 

hukum yang memiliki hak atau kewenangan tersebut 

berhalangan untuk melaksanakannya atau ingin subjek 

lain yang melaksanakannya, maka ia dapat mengalihkan 

tersebut kepada subjek hukum yang diinginkan. 

Pengalihan kuasa tersebut harus dilakukan melalui 

pembuatan surat kuasa. Berikut ketentuan pemberian 

kuasa dalam Pasal 1793 dan 1794 KUHPdt: 

1793. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan 

suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah 

tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun 

dengan lisan. 

                                                 
67

 Lembaga, di akses dari https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-

lembaga.html, tanggal 10/11/2019.  

https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html
https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html
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Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara 

diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan 

kuasa itu oleh yang diberi kuasa. 

 

1794. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, 

kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. 

Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak 

ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa 

tidak boleh meminta upah yang lebih daripada 

yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali. 

 

Pemberian surat kuasa bisa dibuat untuk 

keberlakukan umum, bisa juga hanya untuk melakukan 

perbuatan hukum khusus. Jika surat kuasa dibuat secara 

khusus, maka penerima kuasa tidak boleh melakukan 

hal-hal yang berada di luar kewenangan yang diberikan 

dalam surat kuasa. Pasal 1795, 1796, 1797 KUHPdt 

menentukan sebagai berikut: 

1795. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara 

khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan 

tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu 

meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. 

 

1796. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara 

umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang 

menyangkut pengurusan. 

Untuk memindahtangankan barang atau 

meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat 

suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan 

lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang 

pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan 

kata-kata yang tegas. 

 

1797. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa 

pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang 

diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara 
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secara damai, tidak mengandung hak untuk 

menggantungkan penyelesaian perkara pada 

keputusan wasit. 

 

Lembaga kuasa dalam hukum perdata digolongkan 

sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan 

hukum dalam hal pemberian kuasa yang merupakan 

instrumen dasar perjanjian atau persetujuan yang 

menjadi sumber dari munculnya suatu perikatan, selain 

juga bersumber dari Undang-Undang perikatan tersebut. 

Akibat hukumnya adalah lembaga kuasa harus tunduk 

pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur 

tentang syarat sah perjanjian atau perikatan yaitu 

perjanjian dipersyaratkan harus dibuat oleh subjek 

hukum yang cakap, harus ada kesepakatan, terdapat 

objek yang diperjanjikan, serta causa yang 

diperbolehkan.  

Lembaga kuasa ini dapat dilakukan oleh semua 

subjek hukum baik perorangan atau Badan Hukum (BH) 

yang menimbulkan implikasi hukum atas hak dan 

kewajiban yang diemban oleh subjek hukum. KUHPdt 

tidak mengatur secara jelas siapa saja yang dapat 

menjadi pihak dalam surat kuasa. KUHPdt bahkan 

memperbolehkan pemberian kuasa diberikan terhadap 

perempuan dan anak yang belum dewasa tentu dengan 

akibat hukum tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1798 KUHPdt yang menentukan sebagai berikut: 

Pasal 1798. Orang-orang perempuan dan anak 

yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi 

pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk 

mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak 

yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-

ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan 

yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan 

terhadap orang-orang perempuan bersuami yang 

menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak 
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berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum 

selain menurut ketentuan-ketentuan Bab 5 dan 7 

Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata ini. 

 

2. Kewajiban Para Pihak dalam Surat Kuasa 

Berikut kewajiban pemberi kuasa dan penerima 

kuasa: 

a) Pemberi kuasa wajib memenuhi setiap perikatan 

yang dibuat oleh penerima kuasa, sesuai dengan 

hal-hal yang dikuasakan. Akan tetapi pemberi kuasa 

tidak terikat atas apa yang dilakukan penerima 

kuasa di luar hal-hal yang dikuasakan kepadanya, 

kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui hal 

tersebut secara tegas atau secara diam-diam 

menyetujui adanya perikatan yang dibuat oleh 

penerima kuasa 

b) Pemberi kuasa harus membayar ganti rugi yang 

dialami oleh penerima kuasa dalam melaksanakan 

kuasanya. 

c) Penerima kuasa wajib melaksanakan hal yang 

dikuasakan dan tidak boleh melakukan hal yang 

melampaui kuasanya.  

d) Penerima kuasa wajib melaporkan hal-hal yang 

berkaitan dengan kuasa diberikan
68

. 

 

3. Bentuk Surat Kuasa 

Bentuk surat kuasa terdiri dari bebarapa jenis 

sebagai berikut : 

a) Pemberian kuasa lisan adalah pemberian kuasa yang 

dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada 

penerima kuasa. Pemberian kuasa lisan biasanya 

terjadi dalam keadaan mendesak. 

b) Pemberian kuasa tertulis adalah pemberian kuasa 

yang dibuat secara tertulis oleh pemberi kuasa 

                                                 
68

Ibid, h. 3-5 
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kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa secara 

tertulis ini dinyatakan dengan perbuatan surat kuasa 

c) Pemberian kuasa secara diam-diam yang 

disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu
69

. 

 

4. Jenis Surat Kuasa 

Surat kuasa terdiri dari beberapa jenis yaitu surat 

kuasa di bawah tangan dan surat kuasa notarial, dengan 

uraian sebagai berikut: 

a) Surat Kuasa di Bawah Tangan 

Surat kuasa di bawah tangan adalah surat kuasa 

yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum 

yang berwenang (notaris). Surat kuasa seperti ini 

hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian 

formal yang sempurna sebagaimana pemberian 

kuasa otentik jika tidak ada penyangkalan terhadap 

keberanaran materiilnya.  

b) Surat Kuasa Notarial 

Surat kuasa notariil adalah surat kuasa yang dibuat 

oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang (notaris). Pemberian kuasa seperti ini 

memiliki kekuatan pembuktian formiil yang 

sempurna, terutama mengenai penandatanganannya. 

Penyangkalan terhadap keberana materiilnya harus 

dibuktikan oleh pihak penyangkal
70

. 

 

5. Sifat Pemberian Kuasa 

Sifat pemberian surat kuasa ada dua macam yaitu 

surat kuasa umum dan surat kuasa khusus dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a) Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang 

dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau 

lebih. Dalam surat kuasa khusus ini, dijelaskan 

                                                 
69

Eka Astri Maerisa, Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian,Visimedia, 

Jakarta, 2013, h. 235 
70

Ibid, h. 235 
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tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh 

penerima kuasa. Hal ini karena tindakan-tindakan 

yang dirinci di dalamnya, surat kuasa tersebut 

menjadi surat kuasa khusus.  

b) Surat kuasa umum dirumuskan dengan kata-kata 

umum hanya meliputi perbuatan pengurusan. 

Sementara ini untuk memindahtangankan benda-

benda atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh 

dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan 

pemberian kuasa dengan surat kuasa umum, 

melainkan harus dengan surat kuasa
71

. 

Berikut perbedaan antara surat kuasa umum dan 

surat kuasa khusus: 

Tabel 1.2 

Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Khusus 

Perbedaan 
Surat Kuasa 

Umum 

Surat Kuasa 

Khusus 

Dasar 

Hukum 

Pasal 1796 

KUHPdt 

Pasal 1795 

KUHPdt 

Judul 

Mencantumkan 

kata-kata “Surat 

Kuasa Umum” 

Mencantumkan 

kata-kata “Surat 

Kuasa Khusus” 

Isi 

Meliputi satu 

kepentigan atau 

lebih dari 

pemberi kuasa 

yang dirinci 

mengenai hal-hal 

yang boleh 

dilakukan oleh 

penerima kuasa 

Meliputi 

pengurusan 

segala 

kepentingan 

pemberian 

kuasa
72
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72
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b. Hak Tanggungan 

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam 

pemberian kredit dibutuhkan jaminan sebagai bukti 

kesanggupan debitur uang mengembalikan uang. Jaminan dari 

tanah bisa dengan hak tanggungan. Pasal 1 ayat (1) UUHT, 

yang menentukan bahwa : 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesa-tuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain; 

 

Hak tanggungan mempunyai sifat-sifat tertentu yang 

menjadi ciri dari hak tanggungan itu sendiri, yakni sebagai 

berikut : 

1) Hak Tanggungan Memberikan Hak Prefent 

Hak prefent tersebut terkandung pada ketentuan Pasal 1 ayat 

(1) UUHT sebagaimana sudah diuraikan di atas. Hak prefent 

artinya apabila debitur cedera janji dalam melakukan 

pembayaran maka kreditur dapat menjual hak tanggungan 

yang menjadi jaminan. Kreditur pemegang hak tanggungan 

tersebut harus diutamakan daripada kreditur lainnya.  

2) Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-Bagi 

Sifat ini diatur dalam Pasal 2 UUHT yang mengatur bahwa : 

 

Pasal 2 

(1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat 

dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 
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(2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada 

beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang 

dijamin dapat dilakukan dengan caraangsuran yang 

besarnya sama dengan nilai masing-masing hak 

atas tanah yangmerupakan bagian dari obyek Hak 

Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak 

Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak 

Tanggungan itu hanya membebani sisaobyek Hak 

Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang 

belum dilunasi. 

 

Hak tanggungan membebani secara utuh objek hak 

tanggungan dari setiap bagian daripadanya. Pelunasan 

sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya 

sebagian objek tersebut dari beban hak tanggungan, 

melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh 

objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. 

3) Hak Tanggungan Mempunyai Sifat Droit De Suite 

Ciri ini diambil dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 

UUHT yang menentukan bahwa “Hak Tanggungan tetap 

mengikuti obyeknya dalam tangansiapa pun obyek tersebut 

berada”. Pemegang hak tanggungan mempunyai hak 

mengikuti objek hak tanggungan, meskipun objek hak 

tanggungan telah berpindah dan menjadi milik pihak lain. 

Contoh objek hak tanggungan tanah dan bangunan yang 

telah dijual oleh debitur dan menjadi milik pihak lain, maka 

kreditur sebagai pemegang jaminan tetap mempunyai hak 

untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut jika debitur 

cidera janji. 

4) Hak Tanggungan Mempunyai Sifat Accesoir 

Ciri dari hak tanggungan selanjutnya adalah mempunyai 

sifat accesoir yang diambil dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

dan Pasal 18 ayat (1) UUHT yang menentukan bahwa : 

Pasal 10 
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(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan 

janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai 

jaminan pelunasan utang tertentu, yangdituangkan 

di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan 

dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan 

atau perjanjian lainnya yang menimbulkan 

utangtersebut. 

 

Pasal 18 

(4) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan; 

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang 

Hak Tanggungan; 

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan 

penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan 

Negeri; 

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani                         

Hak Tanggungan
73

. 

 

Hak tanggungan bukan hak yang berdiri sendiri, melainkan 

keberadaannya (baik lahirnya maupun hapusnya) bergantung 

terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok yang 

dimaksud adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang 

lainnya. Hak tanggungan menjadi hapus kalau perjanjian 

pokoknya yang menimbulkan utang-piutang hapus yang 

disebabkan karena lunasnya kredit atau lunasnya utang atau 

sebab lain. Sifat ikutan (accesoir) ini memberikan 

konsekuensi bahwa dalam hal piutang beralih kepada debitur 

lain, maka hak tanggungan yang menjaminnnya ikut beralih 

kepada kreditur baru tersebut. Pencatatan peralihan hak 

tanggungan tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup 

didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. 
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Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan 

sertifikat hak tanggungan. 

Pemberian hak tanggungan tersebut termasuk dalam 

pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 

KUHPdt yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Supaya perjanjian 

tersebut sah secara hukum, maka harus memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur bahwa suatu 

perjanjian dapat disebut sah jika memenuhi empat syarat, yaitu 

adanya kesepakatan, para pihak yang cakap, terdapat objek 

yang diperjanjikan, dan hal yang diperjanjikan merupakan 

objek yang halal (tidak dilarang oleh hukum). 

Perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan tersebut 

harus dilakukan di depan PPAT untuk selanjutnya dituangkan 

dalam akta otentik. Pasal 10 UUHT yang menentukan bahwa : 

 

Pasal 10  

(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji 

untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan 

pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-

piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang 

menimbulkan utang tersebut.  

(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pem-

buatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah 

yang berasal dari konversi hak lama yang telah 

memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi 

pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan 

pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 
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Sertifikat hak tanggungan dikeluarkan dalam waktu 

tujuh hari kerja setelah pendaftaran hak tanggungan dilakukan. 

Secara yuridis, maka telah terjadi peralihan hak dari debitur 

kepada kreditur yang tertulis dalam sertifikat hak tanggungan, 

begitu juga dengan sertifikat hak atas tanah akan beralih 

kepada atas nama pemegang hak tanggugnan (dalam hal ini 

kreditur). Pada sertifikat hak atas tanah akan tertulis nama 

pemegang hak tanggungan dan dasar beralihnya hak. Sertifikat 

hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah kemudian 

diserahkan kepada pemegang hak tanggungan atau kuasanya, 

yang biasanya berada pada kreditur
74

.  

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

perjanjian yang menggunakan hak tanggungan, yakni sebagai 

berikut: 

1) Hutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan 

dapat berupa hutang yang telah ada atau telah diperjanjikan 

dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat 

permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat 

ditentukan berdasarkan perjanjian hutang piutang atau 

perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hutang 

piutang yang bersangkutan 

2) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah 

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 

atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku 

wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat 

dipindahtangankan 

3) Apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih 

dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak 

tanggugan, peringkat masing-masing hak tanggungan 

ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor 

pertanahan 

4) Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak 

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 
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umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil 

penjualan tersebut 

5) Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji utnuk 

memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan 

hutang tertentu, yang dituangkan sebagai jaminan 

pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak perisahkan dari perjanjian hutang 

piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang 

menimbulkan hutang tersebut. 

6) Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan 

akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

7) Di dalam akta pemberian hak tanggungan wajib 

mencantumkan : 

a) Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak 

tanggungan 

b) Domisili pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas 

c) Penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang 

dijamin 

d) Nilai tanggungan 

e) Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan 

8) Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan 

9) Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor 

Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang 

diserahkan kepada pemegang hak tanggungan 

10) Sertifikat tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor 

pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang 

diserahkan kepada pemegang hak tanggungan 

11) Sertifikat hak tanggungan yang memakai irah-irah “demi 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dan berlaku sebagai ganti dari grosse acte 

hypotheek sepanjang mengenai hak tanah 
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12) Ada pula hak untuk dibersihkan dari hak tanggungan 

bilamana hak atas tanah tersebut telah dibeli secara sah 

atau telah terjadi pelunasan hak roya 

13) Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, 

pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan 

segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan 

perundang-undangan
75

. 

Penjelasan umum angka 7 UUHT menentukan bahwa 

dalam melakukan perjanjian pemberian hak tanggungan, 

pembebanannya harus dilakukan sendiri oleh pemberi hak 

tanggungan. Jika karena suatu hal kemudian menyebabkan 

pemberi hak tanggungan tidak bisa melakukannya sendiri, 

maka ia dapat mewakilkannya kepada orang lain. Berikut bunyi 

penjelasan umum angka 7 paragraf 3-4 : 

Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah 

yang pem-buatan aktanya merupakan kewenangan 

PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan Hak Guna 

Bangunan atas tanah Hak Milik sebagai-mana dimaksud 

dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria dan 

pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak 

Tanggungan yang diatur dalam Undangundang ini.  

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak 

Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena 

sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib 

menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, disingkat 

SKMHT, yang berbentuk akta otentik. Pembuatan 

SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada 

PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah 

kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian 

pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 

 

Ketentuan keberadaan SKMHT tersebut diatur dalam 

Pasal 15 UUHT yang menentukan sebagai berikut : 
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Pasal 15  

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib 

dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT dan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan 

hukum lain daripada membebankan Hak 

Tanggungan.  

b. tidak memuat kuasa substitusi;  

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak 

Tanggungan, jumlah utang dan nama serta 

identitas kreditornya, nama dan identitas debitor 

apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.  

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak 

dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh 

sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut 

telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka 

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4). 

(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib 

diikuti dengan pembuatan Pemberian Hak 

Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

sesudah diberikan.  

(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib 

diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

sesudah diberikan.  

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk 

menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang 

tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan 
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sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat 

(4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal 

demi hukum. 

Yang dimaksud dengan Notaris adalah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yaitu “Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya”. Sedangkan yang dimaksud dengan PPAT adalah 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (24) PP 24/1997 adalah 

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta tanah tertentu”. 

Bentuk akta SKMHT diatur dalam lampiran VIIIa 

terkait Bentuk SKMHT Perkaban 8/2012. Format akta tersebut 

sudah dibuat secara khusus untuk pembuatan akta SKMHT. 

Format tersebut diatur secara lengkap langsung dalam blanko 

yang sudah terformat dengan baik dan tinggal mengisi blanko 

yang kosong.   

Prosedur pengikatan benda dengan hak tanggungan 

harus dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, hal ini juga termasuk dalam tindakan 

pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Penjelasan Pasal 

46 PBI 9/2009 huruf b dan c menyatakan sebagai berikut : 

 

Huruf b  

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada 

masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak 

preferensi terhadap agunan dimaksud.  

Huruf c  

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada 
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masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak 

preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak 

tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada diatasnya 

harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. 

 

SKMHT merupakan surat kuasa yang tidak dapat ditarik 

kembali karena sebab apappun, termasuk karena alasan 

berakhirnya kuasa sebagaimana diatur dalam 1813 KUHPdt 

yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. SKMHT tetap berlaku 

walaupun debitur meninggal atau bermaksud mencabut/ 

menarik SKMHT yang telah ditandatangani. Dengan kata lain, 

meninggalnya debtiur tidak menjadikan SKMHT yang telah 

ditandatangani. Dengan kata lain, “meninggalnya debitur tidak 

dapat menjadikan SKMHT tidak dapat dilaksanakan atau 

SKMHT tidak dapat dicabut pemberi kuasa dan tidak dapat 

berakhir karena pemberi kuasa meninggal”
76

.  

 

c. Kredit 

1) Pengertian  

Kredit merupakan salah satu produk bank, yaitu di 

mana lembaga tersebut memberikan pinjaman dana 

kepada debitur dalam pijaman uang atau pendanaan 

suatu barang. Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan yang 

memberikan pengertian kredit yakni “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Kredit ini memang sudah selayaknya menjadi salah satu 

produk bank sebagai kreditur yang berfungsi untuk 
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penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana 

amanat negara.  

Pengertian kredit dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan 

Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut 

dengan PBI 7/2005) ditentukan sebagai berikut : 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, 

termasuk:  

b. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada 

rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar 

lunas pada akhir hari;  

c. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan 

anjak piutang;  

d. pengambilalihan atau pembelian kredit dari 

pihak lain. 

 

Pelaksanaan kredit sepenuhnya bertumpu pada 

adanya kepercayaan antara kedua belah pihak, yakni 

antara kreditur dan debitur. Debitur harus percaya 

bahwa kreditur akan memberikan kredit yang 

dibutuhkan, sedangkan kreditur harus percaya bahwa 

debitur harus percaya bahwa debitur akan 

mengembalikan kredit yang menjadi piutang sesuai 

dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Jika tidak 

ada keyakinan tersebut, maka suatu kredit akan sulit 

terlaksana. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit 

adalah sebagai berikut : 

a) Kepercayaan 

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah 

keyakinan antara kedua belah pihak yang terlibat 

dalam kredit, yaitu kreditur dan debitur. Keyakinan 
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tersebut terlebih pada pihak kreditur bahwa benda 

yang menjadi piutang akan dibayarkan oleh debitur 

sesuai dengan besaran dan waktu yang sudah 

disepakati.  

b) Waktu 

Waktu pemberian prestasi dari kreditur kepada 

debitur dan pengembaliannya (kontraprestasi) dari 

debitur kepada kreditur. Jangka waktu tersebut 

harus jelas supaya memberikan kepastian hukum. 

Pada unsur ini terdapat nilai agio bahwa nilai uang 

yang sekarang nilainya lebih tinggi dari pada masa 

yang akan datang. Hal ini tentu menjadi akibat 

hukum yang tidak dapat dihindari.   

c) Degree of Risk 

Tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara 

pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan 

diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang 

diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, 

karena sejauh kemampuan manusia untuk 

menerobos hari depan itu, maka masih selalu 

terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Ini yang kemudian menyebabkan 

timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur ini 

maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.  

d) Prestasi 

Objek kredit tersebut tidak hanya diberikan dalam 

bentuk uang, melainkan juga bisa dalam bentuk 

barang atau jasa. Namun perkembangan modern ini 

yang sering menjadi digunakan dalam transasksi 

kredit adalah uang
77

.  

Dalam perjanjian kredit yang terjadi bukan hanya 

terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam, 

melainkan juga terdapat kesepakatan terkait waktu 
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pelunasan serta besaran bunga yang harus dibayarkan 

debitur dalam kurun waktu tertentu. Guna memastikan 

hal tersebut, bank harus bisa memastikan bahwa pihak 

yang meminjam mempunyai kemampuan untuk 

mengembalikan uang yang dipinjam.  

Besaran penetapan kredit diatur dalam Pasal 3 ayat 

(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 

tentang Rasio Loan To Value atau Rasio Financing to 

Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang 

Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan 

Bermotor (selanjutnya disingkat PBI 17/2015) yang 

menentukan bahwa : 

Perhitungan Kredit dan nilai agunan dalam 

perhitungan Rasio LTV untuk Bank Umum 

ditetapkan sebagai berikut:  

a. Kredit ditetapkan berdasarkan plafon Kredit 

yang diterima oleh debitur sebagaimana 

tercantum dalam perjanjian Kredit; dan  

b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai 

taksiran yang dilakukan penilai intern Bank 

atau penilai independen terhadap Properti yang 

menjadi agunan. 

 

2) Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan dari adanya kredit pada prinsipnya berbeda 

setiap negara bergantung terhadap tingkat kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakatnya. Pada negara maju, kredit 

diberikan karena hanya bertujuan semata-semata untuk 

keuntungan. Sedangkan pada negara berkembang, kredit 

diberikan karena alasan pengembangan ekonomi 

berbasis kerakyatan dengan tidak mengambil 

keuntungan yang terlalu banyak. Di Indonesia, dengan 

berdasarkan pada falsafah Pancasila kredit diberikan 

dengan berdasarkan pada tujuan negara yaitu guna 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan 

berdasarkan pada Pancasila, meski tidak dapat 
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dikesempingkan juga terdapat tujuan keuntungan tapi 

jumlah yang sedikit dan tidak menjadi prioritas. Kredit 

lebih dijadikan sebagai komoditas untuk menjadi agent 

of development dengan meliputi dua hal berikut : 

a) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang 

ekonomi dan pembangunan 

b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat 

menjalankan fungsinya guna menjamin 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat 

c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup 

perusahaan terjamin, dan dapat memperluas 

usahanya. 

d) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, 

yaitu dengan menjadi alat pengendalian inflasi, 

peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan 

pokok rakyat 

e) Kredit meningkatkan kegairahan berusaha. Bantuan 

kredit diberikan untuk mengatasi kekurangan modal 

sehingga usaha masyarakat terus berkembang 

f) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

masyarakat, yakni dengan logika jika usaha 

masyarakat berjalan luas, maka akan mampu 

menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, maka 

semua elemen masyarakat akan turut merasakan 

dampak positif dari geliat ekonomi tersebut. 

g) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan 

internasional 

Bank di luar negeri dapat memberikan bantuan dana 

kepada bank nasional yang membutuhkan dana. 

Tidak hanya itu, negara maju juga dapat 

memberikan bantuan tersebut kepada bank nasional. 

Eksistensi ini tidak hanya dapat membantu 

pengembangan ekonomi, melainkan juga dapat 

mempererat hubungan internasional antara negara-

negara terkait
78

. 
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Fungsi adanya kredit adalah sebagai berikut: 

a) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan 

kegiatan perdagangan dan perekonomian 

b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

c) Memperlancar arus barang dan arus uang 

d) Meningkatkan hubungan internasional 

e) Meningkatkan produktivitas dana yang ada 

f) Meningkatkan daya guna barang 

g) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat 

h) Memperbesar modal kerja perusahaan 

i) Meingkatkan income per capita masyarakat 

j) Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat 

untuk lebih ekonomis
79

. 

 

3) Jenis-Jenis Kredit 

Jenis-jenis kredit dapat digolongan berdasarkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Tujuan Penggunaan 

Penggunaan kredit oleh debitur bisa terdiri dari 

berbagai jenis sebagai berikut : 

i. Kredit Modal Kerja 

Sesuai dengan namanya, kredit ini digunakan 

untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. 

Kredit modal kerja dapat digunakan untuk 

pembelian bahan baku, persediaan barang 

dagangan, ongkos angkut, biaya tenaga kerja, 

biaya listrik/air, dan lain-lain. Kredit modal kerja 

umumnya berjangka pendek dan disesuaikan 

dengan jangka waktu perputaran modal kerja 

nasabah. 

ii. Kredit Investasi 

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada 

nasabah untuk keperluan pembiayaan barang 

modal, pembiayaan perluasan usaha/ pabrik dan 
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kantor, dan lain-lain yang sifatnya jangka 

menengah atau jangka panjang. Pengembalian 

kredit ini umumnya dilakukan dengan cara 

mengangsur pertriwulan setelah jangka waktu 

tertentu dimana objek yang dibiayai telah 

memperoleh pendapatan. 

iii. Kredit Konsumsi  

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan 

kepada nasabah yang digunakan untuk tujuan 

konsumtif, misalnya untuk pembelian mobil, 

rumah, barang elektronik, dan sebagainya.  

b) Cara Penarikan Dana 

Jenis kredit selanjutnya dapat dibedakan dari cara 

penarikan dananya. Cara penarikan dana kredit dapat 

dilakukan dengan cara berikut : 

i. Cash loan 

Fasilitas kredit yang memungkinkan nasabahnya 

melakukan penarikan tunai untuk pembayaran 

objek yang dibiayai dengan kredit dimaksud, 

sebagaimana diberlakukan terhadap kredit 

investasi maupun kredit modal kerja 

ii. Non cash loan 

Fasilitas kredit yang tidak memungkinkan nasabah 

menarik tunai secara langsung karena fasilitas 

kredit semacam ini bersifat antisipatif, yaitu 

kewajiban bank baru timbul jika nasabah yang 

diberikan fasilitas ini wanprestasi atau gagal 

melaksanakan kewajibannya. Yang termasuk 

dalam fasilitas non cash loan adalah fasilitas bank 

garansi (jaminan bank) untuk prakualifiskasi, 

untuk mengikuti tender, untuk jaminan 

pelaksanaan, untuk jaminan pemeliharaan, untuk 

jaminan penangguhan pembayaran bea masuk dan 
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fasilitas letter of credit yang digunakan untuk 

mengimpor barang dari luar negeri
80

.  

 

d. Asas-Asas yang Berlaku dalam Perjanjian 

Hukum perdata yang saat berlaku di Indonesia 

sebagaimana terdapat dalam KUHPdt merupakan produk 

hukum Belanda yang diberlakukan dengan berdasarkan pada 

asas konkordansi, yaitu “memberlakukan hukum di negeri 

jajahan. Awalnya hukum perdata yang diberlakukan oleh 

Belanda adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). 

Kemudian pada tahun 1848diberlakukan KUHPdt dan juga 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan berlaku 

sampai saat ini”
81

. 

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur 

hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan 

hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum 

privat materiil dan dapat dikatakan sebagai lawan dari hukum 

pidana. Hukum perdata, khususnya materiil, merupakan hukum 

yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar 

perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-

masing orang bersangkutan. Dalam arti “hak dan kewajiban 

seseorang dengan suatu pihak secara timbal balik dalam 

hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat 

tertentu”
82

. 

Keadaan hukum perdata di Indonesia bersifat majemuk 

yakni beraneka ragam. Terdapat dua faktor sebagai penyebab 

dari hal tersebut, yaitu: 

a. Faktor etnis, disebabkan beraneka ragam hukum adat bangsa 

Indonesia 
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b. Faktor yuridis, yang membagi penduduk Indonesia dalam 

tiga golongan, yaitu golongan Eropa yang dipersamakan, 

golongan Bumi Putera, dan golongan Timur Asing
83

.  

Kaidah hukum dalam hukum perdata dibedakan menjadi 

dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum 

tertulis terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti 

KUHPdt dan KUHD, traktat, dan yurisprudensi. Seiring 

berkembangnya jaman, hukum perdata di Indonesia mengalami 

perluasan ketentuan. Tidak hanya terbatas pada KUHPdt dan 

KUHD, melainkan juga diatur dalam peraturan perundang-

undangan lain seperti peraturan perundang-undangan tentang 

niaga, koperasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah hukum yang 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kaidah 

hukum dalam hukum perdata tersebut diberlakukan bagi subjek 

hukum, baik orang (natural person) atau badan hukum (legal 

person).  

Hukum perdata yang diatur dalam KUHPdt tersebut 

memuat dua subtansi, yaitu hubungan keluarga dan hubungan 

masyarakat. Hubungan keluarga berkaitan dengan orang atau 

badan pribadi dan keluarga itu sendiri. Sedangkan dalam 

hubungan masyarakat adalah yang berkaitan dengan harta 

kekayaan, perikatan, dan hukum waris. Hukum perdata 

merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih yang berkaitan dengan hubungan pribadi atau 

hubungan timbal balik perorangan. Jadi dalam hukum perdata 

yang mengatur tentang hubungan pribadi tersebut, juga 

terdapat hukum perikatan yang mengatur tentang bagaimana 

suatu perikatan dilakukan dalam hukum perdata.  

Perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal Pasal 1313 

KUHPerdata yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan hal 
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tersebut maka secara definitif, perjanjian mempunyai arti yang 

sama dengan kontrak..       

Unsur-unsur perjanjian terdiri dari hal-hal sebagai berikut : 

1. Essensialia (unsur mutlak) 

Unsur yang pertama adalah unsur mutlak, yaitu unsur 

yang harus ada dalam perjanjian. Hal ini seperti objek 

jual beli dan harga yang jelas. Jika unsur mutlak tersebut 

tidak ada, maka perjanjian menjadi tidak sah. 

2. Naturalia (unsur yang melekat) 

Unsur yang kedua adalah adanya unsur yang melekat 

dalam perjanjian, yaitu unsur yang tidak secara khusus 

diperjanjikan akan tetapi dengan sendirinya ada karena 

sudah melekat dalam perjanjian. Unsur ini lazimnya 

sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

namun dapat dibuat kesepakatan ulang. Contohnya adalah 

Pasal 1276 KUHPerdata menentukan bahwa biaya 

penyerahan ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya 

pengambilan ditanggung oleh pembeli. Jika dalam 

perjanjian hal tersebut tidak disebutkan, maka secara 

otomatis ketentuan tersebut berlaku, yaitu penjual 

menaggung biaya penyerahan. Jika kedua belah pihak 

menyepakati lain, misalkan pembeli yang menanggung 

biaya penyerahan, maka hal tersebut adalah sah secara 

hukum. 

3. Accidentalia (unsur tambahan) 

Unsur yang terakhir adalah unsur tambahan, yaitu unsur 

yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

maka unsur tersebut harus dimuat secara jelas dalam 

klausul perjanjian. Contoh untuk unsur ini adalah 

memilih domisili hukum jika terjadi sengketa84 

 

Berikut prinsip-prinsip yang berlaku dalam perikatan : 

a. Perjanjian yang sah adalah Undang-Undang 

Pasal 1338 KUHPdt menyatakan “semua persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 
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Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 

untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik. 

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang 

menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah 

hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga 

meliputi perjanjian yang tidak bernama. 

Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang 

dikenal dengan asas partij autonomie. Pasal 1338 KUHPdt 

ini harus juga dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1319 

KUHPdt. 

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang 

menunjukan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang 

dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 

KUHPdt) adalah mengikat sebagai undang-undang 

terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas 

kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt 

menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai 

konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali 

secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan 

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang mengatakan bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini 

memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara 

kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan 

realisasi dari asas keseimbangan. 

b. Asas kebebasan berkontrak 

“sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas 

esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga 

asas otonomi “konsensualisme” yang menentukan 

“ada”nya perjanjian.  

Di dalam hukum Inggris; asas ini dikenal juga. Anson 

berpendapat sebagai berikut : “A promise more than a mere 

statement of intention for it imports awillingness on the 
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part of the promise to be bound to the person to whom it is 

made”. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa asas kebebasan ini 

tidak hanya milik KUHPdt, tetapi bersifat universal. Asas 

ini dalam hukum kontrak di negara dengan sistem Anglo 

Saxon dikenal dengan istilah freedom of contract. Artinya 

para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri 

isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

(1) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, 

(2) Tidak dilarang oleh undang-undang 

(3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku 

(4) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan 

iktikad baik 

Sementara itu Johanes Gunawan mengatakan bahwa asas 

ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki 

kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan 

kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan 

kebebasan yang dimaksud meliputi : 

(1) Kebebasan tiap orang untuk meneruskan apakah ia akan 

membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian 

(2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia 

akan mebuat suatu perjanjian 

(3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk 

perjanjian 

(4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian 

(5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara 

pembuatan perjanjian 

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari 

sistem terbuka (open system) dari hukum kontrak tersebut. 

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 

KUHPdt mengandung arti “kemauan” (will) para pihak 

untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling 

mengikatkan diri. 

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa 

perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan 
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nilai etis yang bersumber dari moral. Asas kebebasan 

berkontrak ini adalah salah satu asas yang sangat penting 

dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan 

dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. 

c. Asas itikad baik (Good Faith) 

Prase itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan fair 

dealing. Iktikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan 

dengan makna fairness, reasonable standart of fair 

dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, 

a spririt of solidarity, and community standards. Konsep 

terbaru itikad baik dalam sistem common law Inggris 

dikemukakan oleh Sir Anthony Mason dalam suatu kulaih 

di Universitas Cambridge pada 1993 yang menyatakan 

bahwa konsep iktikad baik mencakup tiga doktrin yang 

berkaitan dengan: 

1. Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama 

dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap 

janji itu sendiri) 

2. Pemenuhan standart perilaku terhormat: dan 

3. Pemenuhan standart of contract yang masuk akal yang 

berkaitan dengan kepentingan para pihak 

Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah 

berkembang lama sekali, tetapi masih menimbulkan 

sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan. 

Sekurang-kurangnya iktikad baik pelaksanaan kontrak 

masih menimbulkan dua permasalahan hukum, pertama, 

berkaitan dengan standar hukum (legal test) yang harus 

digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya 

iktikad baik dalam kontrak. Kedua, fungsi iktikad baik 

dalam pelaksanaan kontrak. Ruang lingkup pengaturan 

iktikad baik dalam berbagai sistem hukum umumnya hanya 

mencakup iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, 

belum mencakup fase pra kontrak. 

Menurut Ridwan Khairandy mengingat sampai detik ini 

tidak ada pengertian mengenai iktikad baik yang bersifat 

universal. Pada akhirnya, pengertian iktikad baik memiliki 
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dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi 

subjektif, yang berarti iktikad baik mengarah kepada 

makna kejujuran. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang 

memaknai iktikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan 

atau keadilan. Kecendrungan dewasa ini dalam berbagai 

sistem hukum mengaitkan iktikad baik pelaksanaan 

kontrak dengan kerasionalan dan kepatutan. Pasal 1338 

ayat (3) KUHPdt harus didasarkan pada kerasionalan dan 

kepatutan. Iktikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada 

iktikad baik yang bersifat subjektif yang digunakan pada 

kejujuran para pihak. 

d. Asas pacta sunt servanda 

Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) ini 

mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah 

mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPdt juga 

menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu 

kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak 

(Pasal 1338 KUHPdt). 

e. Asas konsensualisme dari suatu kontrak 

Hukum kontrak juga menganut asas konsensual. Maksud 

dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah 

sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya 

selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah 

dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak 

tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah 

mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga 

sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. 

Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak 

diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan pun 

sebenarnya sah-sah saja menurut hukum. Asas ini dapat 

ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPdt penyebutnya tegas 

sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPdt ditemukan dalam 

istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa 

setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan untuk 

menyatakan keinginan yang dirasanya baik untuk 

menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya 
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dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. 

f. Asas obligator dari suatu perjanjian 

Menurut hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, suatu 

kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah 

sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah 

mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara para pihak. Akan tetapi pada taraf 

tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk 

dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain 

yang disebut dengan kontrak kebendaan. Perjanjian 

kebendaan inilah yang sering disebut dengan “penyerahan” 

(levering). 

g. Asas kepercayaan (Vertrouwensbeginsel) 

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 

menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa 

satu sama lain akan memegang janjianya atau dengan kata 

lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa 

adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin 

akan diadakan oleh para pihak. 

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan 

diri dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai 

kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

h. Asas kekuatan mengikat 

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di 

dalam perjanjian terkandung suatu asas keuatan mengikat. 

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-

mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga 

terhadap beberapa unsure lain sepanjang dikehendaki oleh 

kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikian sehingga 

asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat 

para pihak. 

i. Asas keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini 

merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur 

mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika 



109 

 

 

 

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui 

kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban 

untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. 

Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat 

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan 

iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur 

seimbang. 

j. Asas Kepastian hukum 

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung 

kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan 

mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi 

para pihak. 

k. Asas moral 

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu 

perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak 

baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak 

debitur. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, 

yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan 

sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban 

(hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan 

perbuatannya juga. Aas ini terdapat dalam Pasal 1339 

KUHPdt. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada 

yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu 

berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan 

dari hati nuraninya. 

 

l.  Asas kepatutan 

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPdt asas 

kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi 

perjanjian. Menurut hemat saya, asas kepatutan ini harus 

dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang 

hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam 

masyarakat
85

. 
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Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak 

(Pasal 1338 KUHPdt) karena sudah sepakat dalam perjanjian 

(1320 KUHPdt). Oleh karena itu perjanjian juga diistilahkan 

dengan perikatan. Kendati demikian perikatan tidak hanya 

dapat lahir dari perjanjian, namun bisa juga lahir dari Undang-

Undang. Pasal 1233 KUHPdt mengatur bahwa “tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 

Undang-Undang”. Ketika perikatan sudah terjadi, maka lahir 

kemudian hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, jika 

dalam perjanjian kredit, maka para pihaknya adalah kreditur 

dan debitur. Antara debitur dan kreditur mempunyai kewajiban 

dan hak masing-masing.  

Reinhard Zimmermann memberikan penjelasan sebagai 

berikut: 

Today the technical term “obligation” is widely used to 

refer to a two-ended realionship which appears from the 

one end as a personal right to claim and from the other 

as a duty to render performance. The party “bound” to 

make performance is called the debtor (debitor, from 

debere), whilst at the other and of the obligation we find 

the “creditor”, who has put his confidence in this 

specific debtor and relies (credere) on the debtor‟s will 

and capacity to perform
86

. 

 

Kewajiban kreditur menjadi hak bagi debitur dan 

sebaliknya kewajiban debitur adalah hak bagi kreditur. 

Kreditur berkewajiban memberikan kredit yang menjadi hak 

debitur. Sedangkan debitur berkewajiban untuk membayar 

kredit yang menjadi hak bagi kreditur. Hal tersebut berlaku 

secara otomatis bagi para pihak. 

 

e. Akta Otentik 

Akta otentik merupakan bukti sah dari suatu perikatan. 

Akta otentik merupakan bukti tertulis paling tinggi diantara 
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dokumen perjanjian lainnya. Hal tersebut sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1868-1869 KUHPdt yang menentukan bahwa : 

1868. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 

dibuat. 

1869. Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta 

otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya 

pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat 

dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di 

bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak 

 

Pengaturan tentang akta otentik juga diatur dalam 

UUJN. Pasal 1 ayat (7) UUJN mengatur bahwa “Akta Notaris 

yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Format akta diatur 

dalam Pasal 38 UUJN yang menentukan bahwa : 

Pasal 38  

(1) Setiap Akta terdiri atas:  

a. awal Akta atau kepala Akta;  

b. badan Akta; dan  

c. akhir atau penutup Akta.  

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. 

nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.  

(3) Badan Akta memuat:  

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, 

tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 

mereka wakili;  

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak 

penghadap;  

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan 

dari pihak yang berkepentingan; dan  
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d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal 

dari tiap-tiap saksi pengenal.  

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:  

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 

16 ayat (7);  

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;  

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap 

saksi Akta; dan  

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi 

dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya 

perubahan yang dapat berupa penambahan, 

pencoretan, atau penggantian serta jumlah 

perubahannya.  

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, 

selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan 

tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang 

mengangkatnya.” 

 

7. Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yuridis-normatif. Tipe tersebut dipilih karena 

penelitian ini lebih akan melakukan mengkaji terkait dengan 

karakteristik lembaga kuasa dalam surat kuasa membebankan 

hak tanggungan. Jadi yang dikaji dalam penelitian ini hanya 

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan 

(kajian norma).  

Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian 

hukum yang mengkaji asas-asas hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan. Artinya penelitian ini lebih 
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menekankan terhadap norma hukum, hanya pada tatanan 

konsep hukum, teori hukum. Hal yang digali dalam “penelitian 

normatif ini adalah norma hukum dilihat dari salah satu aspek 

kekaburan hukum, kekosongan hukum, atau konflik hukum. 

Kajiannya nanti bisa dilakukan dengan analogi, interprestasi, 

atau konstruksi hukum”
87

.  

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa 

penelitian hukum yuridis-normatif sering diartikan sebagai 

“penelitian yang dilakukan untuk menemukan norma tertentu, 

baik norma dalam peraturan perundang-undangan, prinsip 

hukum, serta doktrin yang sedang berkembang dalam Ilmu 

Hukum sebagai langkah untuk menjawab permasalahan yang 

dikemukakan dalam rumusan masalah”
88

. “Penelitian hukum 

yuridis-normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma 

hukum yang tidak hanya berbentuk peraturan perundang-

undangan, melainkan juga pada norma hukum yang terdapat 

dalam sumber lain seperti putusan pengadilan”89, doktrin 

maupun perjanjian90.  

 

b. Pendekatan Masalah  

Setelah menemukan tipe penelitian yang digunakan, 

maka hal selanjutnya yang perlu ditulis adalah pendekatan 

penelitian. Pendekatan penelitian yang dimaksud adalah pisau 

analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (statute 

approach) ini adalah pendekatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2015, h.184 
88

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana, Jakarta, 2010,  h. 35 
89

 Abdul Kadir, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,       

h. 28 
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 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.34 
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dikaji dalam penelitian ini (dogmatik). Pendekatan ini 

adalah pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian 

hukum. Jadi harus ada dalam setiap penelitian hukum. 

“Peraturan perundang-undangan yang dikaji disusun sesuai 

dengan urutan atau hierarkinya”
91

.  

2) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan konsep. Pendekatan ini dilakukan dengan 

cara melihat konsep atau isu hukum yang sedang 

berkembang dalam Ilmu Hukum yang bisa didapatkan dari 

pandangan dan interpretasi para sarjana atau praktisi hukum. 

Jadi pada “pendekatan ini konsep yang dipakai adalah 

pendapat para praktisi hukum, doktrin yang berkembang 

dalam Ilmu Hukum, serta interpretasi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berkembang dalam Ilmu Hukum 

yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini”
92

. Pendekatan ini dilakukan supaya dalam penelitian ini 

mempunyai landasan teoritis sebagai pisau analisis dari sisi 

teori. Hal ini bertujuan supaya dalam penelitian ini tidak 

terlalu kaku hanya dari sisi peraturan perundang-

undangannya, melainkan juga dari sisi interpretasinya.  

3) Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach) 

Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian yang ingin melakukan penelitian secara 

mendalam terhadap suatu permasalahan, terutama terkait 

dengan akibat hukum dari penerapan suatu peraturan 

perundang-undangan. Pendekatan filosofis dilakukan 

dilakukan untuk mengkaji isu hukum secara mendasar. 

Pendekatan filosofis lebih tepatnya adalah mengkaji falsafah 

dari suatu peraturan perundang-undangan.  

Pendekatan filosofis artinya pendekatan dilakukan secara 

komprehensif dan spekulatif. Ziegler menyebut pendekatan 

ini sebagai fundamental research. Hal ini karena “penelitian 

dengan pendekatan filosofis adalah penelitian yang 
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mengkaji suatu efek penerapan hukum dalam berbagai 

aspek, seperti melibatkan sejarah, filsafat, ilmu bahasa, 

ekonomi, dan sosial politik dari suatu keberlakukan 

peraturan perundang-undangan”93. 

 

c. Sumber Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer (Primary Sources) 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach), maka bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapat tiga hal, yaitu bahan hukum primer 

(primary sources), bahan hukum sekunder (secondary 

sources), dan bahan hukum tersier (tertiary sources), dengan 

uraian penjelasan sebagai berikut : 

Bahan hukum primer (primary sources) selalu ada 

dalam penelitian hukum karena merupakan bahan hukum 

utama. Adapun bahan hukum primer (primary sources) yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. 

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah (UUHT). 

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
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f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

g) Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

h) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 

Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum  

 

2) Bahan Hukum Sekunder (Secondary Sources) 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dari 

selain peraturan perundang-undangan sebagai sumber 

utama pada uraian sebelumnya. Bahan hukum sekunder 

ini merupakan bahan hukum tambahan yang merupakan 

pendapat atau interpretasi yang didapatkan dari buku, 

jurnal, koran, berita, website kredibel dan literatur 

lainnya. Selain untuk memperkuat bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder ini juga untuk melengkapi 

argumentasi jika ternyata masalah yang dibahas belum 

diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

 

3) Bahan Hukum Tersier (Tertiary Sources) 

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier 

yaitu bahan hukum tambahan yang hanya berfungsi 

sebagai penjelas. Oleh karena itu bahan hukum ini 

hanya terdiri dari kamus yaitu Black's Law Dictionary 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan 

ensiklopedia. 

 

d. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Semua bahan hukum baik bahan hukum primer (primary 

sources), bahan hukum sekunder (secondary sources), dan 

bahan hukum tersier (tertiary sources) dikumpulkan melalui 

https://thelawdictionary.org/
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studi pustaka (library research)
94

, yaitu bahan hukum tersebut 

dengan cara dikelompokkan dan dibedakan sesuai jenis, 

bentuk, dan urutannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah bahan hukum diolah dengan cara melakukan  klarifikasi 

(clarification) terhadap semua bahan hukum tersebut. 

 

e. Metode Analisis Bahan Hukum  

Setelah proses klarifikasi selesai, maka semua bahan 

hukum kemudian dianalisis secara preskriptif dengan metode 

deduktif. Artinya semua bahan hukum yang sudah 

dikumpulkan dan diolah dibahas dengan dikaitkan pada isu 

hukum yang ada. “Analisis tersebut dilakukan untuk 

menghasilkan preskripsi, yaitu hasil analisis terkait persoalan 

yang dibahas dengan berdasarkan pada bahan hukum yang 

ada”
95

.  

 

8. Pertanggung Jawaban Sistematika 

Sistematika penulisan merupakan uraian terkait dengan 

ruang lingkup serta cakupan masing-masing bab dalam 

penelitian ini. dalam Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab dan 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab tersendiri, dengan 

uraian sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori dan penjelasan 

konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Ratio Legis Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Tergolong Sebagai Kuasa Khusus yang 

tidak Boleh Disubstitusikan. Bab ini terdiri dari sub bab Buku 

III KUHPdt Bersifat Terbuka, Dominasi Regelend Recht 

Dalam Hukum Perikatan, Perjanjian Kuasa Sebagai Perjanjian 

Obligatoir, Hakikat Kuasa Khusus, dan Ruang Lingkup 

SKMHT. 
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Bab III Dasar Filosofis Pemberian Kuasa Dalam Surat  

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tidak Dapat 

Ditarik Kembali Oleh Si Pemberi Kuasa. Bab ini terdiri dari 

sub bab Kedudukan Pasal 1813 KUHPdt, Karakteristik 

SKMHT Sebagai Perjanjian Kuasa, Kedudukan Permendagri 

Nomor 14 Tahun 1982, dan Kuasa Mutlak Sebagai 

Perlindungan Hukum bagi Kreditor. 

Bab IV Penutup, yang terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari esensi 

pembahasan atas permasalahan. Setelah penulisan kesimpulan, 

kemudian diberikan saran-saran berupa rekomendasi penyelesaian 

sebagai langkah kongkrit untuk memberikan solusi-alternatif atas 

permasalahan tersebut. 

 

 


